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MOTTO 

 

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman: 

 وَلَْ تَ بْخَسُوا النَّاسَ اَشْيَاۤءَهُمْ وَلَْ تَ عْثَ وْا فِِ الَْْرْضِ مُفْسِدِيْنَ ۚ
Artinya: “Dan janganlah kamu merugikan manusia dengan mengurangi hak-

haknya dan janganlah membuat kerusakan di bumi. ( Q.S. Asy-Syu„arā' 183 )
 *
 

  

                                                      
*
Qur‟an Kemenag Online https://quran.kemenag.go.id/quran/per-

ayat/surah/26?from=183&to=183 diakses pada tanggal 23 Agustus 2023 

https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/26?from=183&to=183%20
https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/26?from=183&to=183%20
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ABSTRAK 

Muhammad Ilyas, 2023: Perlindungan Konsumen Korban Kartel Minyak 

Goreng  

 

Kata Kunci : Perlindungan Konsumen, Korban Kartel, Minyak Goreng. 

 

Kartel minyak goreng adalah praktik bisnis yang melibatkan kerja sama 

antara produsen untuk menetapkan harga yang lebih tinggi dan membatasi 

pasokan minyak goreng ke pasar. Praktik ini merugikan konsumen karena harga 

yang ditetapkan tidak adil dan cenderung lebih tinggi dari harga yang seharusnya. 

Dalam hal ini, perlindungan konsumen sangat penting untuk melindungi 

konsumen yang menjadi korban kartel minyak goreng. Pemerintah dan badan 

pengawas harus mengambil tindakan untuk memastikan bahwa konsumen tidak 

dirugikan oleh praktik bisnis yang tidak adil ini. Perlindungan konsumen adalah 

usaha yang dilakukan pemerintah dalam melindungi hak-hak konsumen dalam 

hubungan ekonomi dengan produsen atau penjual barang dan jasa.  

Fokus penelitian skripsi ini adalah 1) Bagaimana Bentuk Kejahatan Kartel 

Minyak Goreng di Indonesia? 2) Bagaimana Implikasi Kejahatan Kartel Minyak 

Goreng Terhadap Perlindungan Konsumen? 3) Bagaimana Pengaturan 

Perlindungan Konsumen Kedepan Akibat Kejahatan Kartel Minyak Goreng? 

Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui Bentuk Kejahatan Kartel 

Minyak Goreng di Indonesia, Untuk mengetahui Implikasi Kejahatan Kartel 

Minyak Goreng Terhadap Perlindungan Konsumen, Untuk Mengetahui 

Pengaturan Perlindungan Konsumen Kedepan Akibat Kejahatan Kartel Minyak 

Goreng. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode hukum 

normatif dengan pendekatan perundang-undangan (Statue Approach), pendekatan 

konseptual (Conceptual Approach). Dengan pengumpulan bahan hukum yang 

digunakan yaitu melalui studi kepustakaan, yang kemudian diperoleh bahan 

bahan Pustaka seperti perundang-undangan, bukun jurnal, kitab hukum, skripsi, 

tesis, dan lain sebagainya. Metode pengumpulan data yang digunakan dengan 

cara dokumentasi.  

Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa; 1) Bentuk kejahatan terkait 

dengan pembentukan dan operasi kartel minyak goreng; Adanya Pembagian 

Wilayah Pasar, Adanya Kesepakatan Harga, Produksi Terbatas, Pembagian Laba, 

Penyusupan Pasar. 2) Implikasi Kejahatan Kartel Minyak Goreng dengan 

Perlindungan Konsumen mengakibatkan beberapa hal, diantaranya; Peningkatan 

Harga Produk, Pembatasan Pilihan Konsumen, Penurunan Kualitas Produk, 

Kurangnya Inovasi, Kekurangan Persaingan Harga, dan Potensi monopoli.. 3) 

Dalam Perlindungan Konsumen Korban Kartel Minyak Goreng ada beberapa 

langkah yang dapat diambil untuk meningkatkan perlindungan konsumen 

terhadap kartel minyak goreng di masa depan; Legislasi yang Ketat, Penegakan 

Hukum yang Kuat, Pelaporan dan Perlindungan Pengaduan, Edukasi Konsumen, 

Transparansi Pasar, Pengawasan Regulator, Kepatuhan Perusahaan, Kerja Sama 

Internasional, Adanya Penyelesaian Sengketa Konsumen, Sanksi dan Pemberian 

Ganti Rugi. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Indonesia adalah Negara hukum yang berkedaulatan rakyat dan 

merupakan Negara kesatuan yang berbentuk Republik.
 1

 Sebagai Negara 

hukum, maka Indonesia harus memenuhi konsep negara hukum terutama 

dalam hal melindungi hak-hak rakyatnya dan peradilan yang bebas dan 

tidak memihak, serta berperan juga dalam pengawasan. Untuk 

mendukung konsep Negara hukum tersebut, perlunya tatanan masyarakat 

dan agama untuk memberikan pemahaman.  

Hadirnya Islam sebagai agama, tidak hanya mengandung ajaran 

ketuhanan tentang bagaimana membangun hubungan antara manusia 

terhadap Tuhanya. Akan tetapi, Islam juga mengatur bagaimana 

hubungan manusia kepada sesama mahluk lainya. Kandungan ajaran 

tersebut terhimpun dalam fiqih muamalah. Dengan demikian, maka 

kandungan ajaran Islam juga merupakan instrumen yang tepat untuk 

dijadikan pedoman dalam melakukan berbagai macam transaksi sosial 
2
. 

Salah satu hal yang terdapat dalam kandungan muamalah adalah 

mengenai aturan-aturan tentang transaksi ekonomi. Transaksi ekonomi 

merupakan aktivitas yang dilakukan dua orang atau lebih untuk 

                                                      
1
 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (1) 

2
 Marzuki, “Pembinaan Akhlak Mulia Dalam  Berhubungan Antar Sesama Manusia  

Dalam Perspektif Islam,” Jurnal Humanika, Vol. 9 No.1 (Maret 2009): 26. 



2 

 

 

 

mendapatkan keuntungan baik materil dan non materil. Dalam 

prakteknya transaksi ekonomi memiliki berbagai macam pola, 

diantaranya, transaksi jual beli, gadai, waqaf, sewa menyewa dan lain 

sebagainya. Dan dalam transaksi yang dilakukan baik oleh produsen 

ataupun perusahaan tidak diperbolehkan melakukan monopoli/kartel. 

Dalam Islam terdapat ayat Al-Qur'an yang secara implisit menyebutkan 

tentang dilarangnya monopoli/kartel yang merugikan orang lain, diantara 

tersebut adalah Surah An-Nisa ayat 29: 

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman: 

يَ ُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُ وْا لَْ تََْكُلُواْا اَ  ا انَْ تَكُوْنَ تَِِارةًَ يٰآ نَكُمْ بِِلْبَاطِلِ اِلَّْ مْوَالَكُمْ بَ ي ْ

َ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا نْكُمْ ۗ وَلَْ تَ قْتُ لُواْا انَْ فُسَكُمْ ۗ اِنَّ اللّّٓ   عَنْ تَ راَضٍ مِّ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan 

harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa 

perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu 

membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang 

kepadamu”.
3
 

Dalam tafsirannya ayat ini berbicara tentang bagaimana manusia 

beriman mengelola harta sesuai dengan keridaan Allah. Wahai orang-

orang yang beriman! Janganlah sekali-kali kamu saling memakan atau 

memperoleh harta di antara sesamamu yang kamu perlukan dalam hidup 

                                                      
3
Qur‟an Kemenag Online https://quran.kemenag.go.id/quran/per-

ayat/surah/4?from=29&to=176 diakses pada tanggal 23 Agustus 2023 

https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/4?from=29&to=176
https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/4?from=29&to=176
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dengan jalan yang batil, yakni jalan tidak benar yang tidak sesuai dengan 

tuntunan syariat, kecuali kamu peroleh harta itu dengan cara yang benar 

dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara 

kamu yang tidak melanggar ketentuan syariat. Dan janganlah kamu 

membunuh dirimu atau membunuh orang lain karena ingin mendapatkan 

harta. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu dan hamba-hamba-

Nya yang beriman. Islam mengatur bahwasannya tidak diperbolehkan 

melakukan tindakan merugikan orang lain, seperti aksi Monopoli ini 

yang tujuannya adalah untuk keuntungan pribadi. 

Seiring dengan perkembangan peradaban keilmuan Islam, kajian 

ekonomi Islam kemudian memiliki beberapa cabang keilmuan yang salah 

satunya adalah hukum ekonomi Islam atau yang hari ini sering disebut 

sebagai hukum ekonomi syariah. Secara definitif, hukum ekonomi 

syariah adalah kaidah hukum yang berfungsi untuk mengatur hubungan 

transaksional manusia, baik berupa kontrak atau perjanjian dimana hal 

tersebut berkaitan tentang praktek dan unsur kegiatan ekonomi.
4
 

Adapun tujuan dan fungsi dari Hukum Ekonomi syariah adalah 

menyediakan legalitas Islami terhadap segala hubungan ekonomi yang 

dilakukan oleh muslim, menjadi pedoman dan acuan agar transaksi 

ekonomi tidak keluar dari kaidah keislaman, menjamin dan melindungi 

hak setiap muslim untuk menjalankan aktivtias ekonomi,  serta dapat 

                                                      
4
 Desmal Fajri, Hukum Ekonomi Syariah (Padang: LPPM Universitas Bung Hatta, 2022), 

4. 



4 

 

 

 

digunakan untuk acuan peribadatan dalam konteks kegiatan 

perekonomian. Dan pada konteks Hukum Ekonomi Syariah juga terdapat 

penentuan harga didalam terjadinya Transaksi Jual-Beli agar konsumen 

tidak dirugikan dan berat dengan harga yang ditentukan. Di Indonesia 

perlunya perlindungan Konsumen agar Hak-hak Konsumen tidak 

dilanggar dan tidak menjadi koban dari aksi monopoli/kartel dari 

perusahaan. 

Kartel minyak goreng adalah praktik kolusi antara produsen 

minyak goreng untuk mengendalikan produksi, persaingan, dan harga 

minyak goreng. Mereka melakukan kolusi dengan tujuan membatasi 

persaingan, meningkatkan harga, dan meningkatkan keuntungan mereka. 

Praktek kartel ini biasanya melibatkan produsen atau pengekspor minyak 

goreng yang dominan di pasar. Meskipun belum benar-benar terbukti 

melakukan praktik kartel, tetapi isu mengenai pengendalian produksi, 

persaingan, dan harga minyak goreng oleh produsen telah terlanjur 

mengemuka ke publik.
5
 Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) 

mengendus sinyal terjadinya praktek kartel dibalik lonjakan harga 

minyak goreng dalam beberapa pekan terakhir.
6
 Teranyar, KKP 

menyebutkan ada 8 pelaku usaha besar yang merupakan produsen, 

diduga melakukan praktik kartel minyak goreng.
7
 Kartel minyak goreng 

                                                      
5
 Ini Kronologi KPPU Temukan Dugaan Kartel Minyak Goreng (bisnis.com) diakses 

tanggal 19/05/2023 jam 20.47 
6
 Ada Dugaan Kartel, Bagaimana Harga Minyak Goreng Terbentuk? - Perdagangan 

Katadata.co.id diakses tanggal 19/05/2023 jam 20.50 
7
 Babak Baru Dugaan Kartel Minyak Goreng, 8 Produsen Kelas Kakap "Dibidik" KPPU 

Halaman all - Kompas.com diakses tanggal 19/05/2023 jam 20.52 

https://ekonomi.bisnis.com/read/20220330/12/1516733/ini-kronologi-kppu-temukan-dugaan-kartel-minyak-goreng
https://katadata.co.id/agustiyanti/berita/61eba68f5824f/ada-dugaan-kartel-bagaimana-harga-minyak-goreng-terbentuk
https://katadata.co.id/agustiyanti/berita/61eba68f5824f/ada-dugaan-kartel-bagaimana-harga-minyak-goreng-terbentuk
https://money.kompas.com/read/2022/03/30/103058626/babak-baru-dugaan-kartel-minyak-goreng-8-produsen-kelas-kakap-dibidik-kppu?page=all
https://money.kompas.com/read/2022/03/30/103058626/babak-baru-dugaan-kartel-minyak-goreng-8-produsen-kelas-kakap-dibidik-kppu?page=all
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dapat mempengaruhi harga minyak dengan cara mengatur jumlah 

distribusi dan meraih keuntungan yang tinggi, serta dapat menjadikan 

adanya persaingan yang tidak sehat yang menyebabkan konsumen tidak 

ada pilihan terutama dalam hal harga beli karena penguasaan atas 

distribusi barang dan menerapkan dengan harga tinggi atau tidak wajar.
8
 

Tidak jarang kartel menyebabkan harga tidak stabil dan berakibat pada 

kelangkaan atas komoditas tersebut. Selain merugikan konsumen, kartel 

juga dapat merugikan perkembangan perekonomian negara, akan terjadi 

inefisiensi dalam berbagai aspek seperti pada sumber daya alam dan 

sumber daya manusia.
9
 

Terjadinya kasus kartel minyak goreng di Indonesia menyebabkan 

sebanyak tujuh perusahaan dikenakan sanksi berupa denda oleh Komisi 

Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) atas kasus kelangkaan minyak 

goreng kemasan yang terjadi pada Januari-Mei 2022. Total denda yang 

harus dibayarkan tujuh perusahaan tersebut mencapai Rp71,28 miliar. 

"KPPU menjatuhkan denda sebesar Rp71,28 miliar kepada tujuh dari 27 

perusahaan terkait polemik kenaikan harga minyak goreng di 

Indonesia," ungkap Ketua Majelis KPPU Dinni Melanie, Minggu (28/5). 

Ketujuh perusahaan tersebut ialah PT Asianagro Agungjaya, PT Batara 

Elok Semesta Terpadu, PT Incasi Raya, PT Salim Ivomas Pratama, Tbk, 

                                                      
8
DAMPAK KARTEL TERHADAP SCARCITY MINYAK GORENG DI 

BOJONEGORO PERSPEKTIF UU NO.5 TAHUN 1999 DAN HUKUM EKONOMI SYARIAH - 

Repository Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri Bojonegoro (unugiri.ac.id) diakses tanggal 

19/05/2023 jam 21.02 
9
 Kartel dan Dampaknya Bagi Perekonomian | kumparan.com diakses tanggal 19/05/2023 

jam 21.02 

https://repository.unugiri.ac.id/id/eprint/1311/
https://repository.unugiri.ac.id/id/eprint/1311/
https://repository.unugiri.ac.id/id/eprint/1311/
https://kumparan.com/3082210088yohana/kartel-dan-dampaknya-bagi-perekonomian-1xLWDW6N90R
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PT Budi Nabati Perkasa, PT Multimas Nabati Asahan (Wilmar Group), 

dan PT Sinar Alam Permai (Wilmar Group). Denda terbesar dijatuhkan 

untuk PT Salim Ivomas Pratama Tbk (SIMP) dengan nilai Rp40,88 

miliar. Baca juga: Aprindo Tagih Utang Pemerintah Terkait Program 

Minyak Goreng Murah Dalam putusan perkara 15/KPPU-I/2022, Dinni 

menyampaikan tujuh perusahaan itu dinyatakan tidak mematuhi 

kebijakan pemerintah terkait dengan harga eceran tertinggi (HET) 

minyak goreng. Mereka sengaja melakukan penurunan volume produksi 

atau penjualan, sehingga terjadi kelangkaan minyak goreng. Adapun 

struktur pasar dalam industri minyak goreng disimpulkan sebagai 

oligopoli ketat dengan dikuasai empat grup pelaku usaha sebesar 

71,52%.
10

 

Berkaitan dengan hal itu, maka keberadaan Undang-Undang No. 5 

Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha 

Tidak Sehat atau Undang-Undang Antimonopoli yang berasaskan 

Demokrasi ekonomi dengan memperhatikan keseimbangan antara 

kepentingan pelaku usaha dan kepentingan umum tersebut mempunyai 

peranan yang sangat penting dan strategis dalam mewujudkan iklim 

persaingan usaha yang sehat di Indonesia.
11

 Dalam pasal 11 Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Antimonopoli dan Persaingan 

Usaha Tidak Sehat, disebutkan bahwa perjanjian kartel dikategorikan 

                                                      
10

https://mediaindonesia.com/ekonomi/584756/kasus-kartel-minyak-goreng-tujuh-

perusahaan-dikenakan-denda-rp7128-m diakses tanggal 30 September 2023 
11

 Hermansyah,, Pokok – Pokok Hukum Persaingan Usaha di Indonesia, (Jakarta : 

Prenada Media Group, 2008), 13. 

https://mediaindonesia.com/ekonomi/584756/kasus-kartel-minyak-goreng-tujuh-perusahaan-dikenakan-denda-rp7128-m
https://mediaindonesia.com/ekonomi/584756/kasus-kartel-minyak-goreng-tujuh-perusahaan-dikenakan-denda-rp7128-m
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sebagai perjanjian yang dilarang oleh undang-undang tersebut.
12

 

Perjanjian disini bukan hanya mengenai perjanjian yang tertulis, tetapi 

juga perjanjian yang tidak tertulis.
13

 Pentingnya mengakui perjanjian 

yang tidak tertulis tersebut karena tentunya pelaku usaha tidaklah 

ceroboh dengan memformalkan perjanjian mereka dalam bentuk tertulis, 

sehingga dapat dengan mudah terbuktikan.
14

 

Akibat adanya dampak kartel minyak goreng tersebut, diperlukan 

Perlindungan Konsumen untuk mencegah munculnya korban. Dalam hal 

ini perlindungan konsumen adalah upaya untuk melindungi hak-hak 

konsumen dalam hubungan ekonomi dengan produsen atau penjual 

barang dan jasa. Perlindungan konsumen memiliki latar belakang yang 

sangat penting, yaitu perlindungan terhadap praktik bisnis yang 

merugikan dan merugikan konsumen, serta perlindungan terhadap 

kejahatan dan penipuan yang dilakukan oleh para penjual. 

Di Indonesia, perlindungan konsumen diatur dalam Undang-

Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Undang-

undang ini memberikan hak-hak konsumen, seperti hak atas kualitas dan 

keselamatan produk, hak atas informasi, hak untuk dilayani dengan baik, 

dan hak untuk mengajukan gugatan atau banding jika hak-hak mereka 

dilanggar. Pemerintah Indonesia juga telah membentuk Badan Pengawas 

                                                      
12

 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Antimonopoli dan Persaingan Usaha 

Tidak Sehat 
13

 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Antimonopoli dan Persaingan Usaha 

Tidak Sehat Pasal 1 angka 7 
14

 Andi Fahmi Lubis, Dkk, Hukum Persaingan Usaha: Antara Teks dan Konteks, 

(Jakarta: GTZ, 2009), 86. 
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Obat dan Makanan (BPOM) dan Badan Perlindungan Konsumen 

Nasional (BPKN) sebagai lembaga yang bertanggung jawab untuk 

melindungi hak-hak konsumen di Indonesia dan Komisi Pengawas 

Persaingan Usaha (KPPU) sebagai lembaga yang mengawasi dan 

mengontrol jika terjadinya pelanggaran dalam Penentuan Harga untuk 

konsumen oleh perusahaan atau produsen seperti aksi monopoli/kartel.
15

 

Perlindungan konsumen sangat penting untuk melindungi konsumen 

yang menjadi korban kartel minyak goreng. Pemerintah dan badan 

pengawas harus mengambil tindakan untuk memastikan bahwa 

konsumen tidak dirugikan oleh praktik bisnis yang tidak adil ini. 

Beberapa tindakan yang dapat diambil oleh pemerintah dan badan 

pengawas untuk melindungi konsumen termasuk: 

1. Penegakan hukum terhadap produsen yang terlibat dalam praktik 

kartel minyak goreng. Produsen yang terbukti melanggar undang-

undang harus dikenai sanksi dan denda yang tegas untuk mencegah 

terulangnya praktik ini.
16

 

2. Memberikan informasi yang jelas dan transparan kepada konsumen 

tentang harga minyak goreng dan pilihan merek yang tersedia. 

Konsumen harus diberikan pilihan yang jelas tentang produk yang 

mereka beli dan harga yang harus mereka bayar. 

3. Mendorong persaingan di pasar dengan memberikan insentif kepada 

                                                      
15

https://www.hukumonline.com/klinik/a/3-lembaga-perlindungan-konsumen-di-

indonesia-lt62e272415e4f4/ diakses tanggal 5 April 2023 
16

https://lib.ui.ac.id/file?file=digital/130212-T26751-Peranan%20BPOM-Literatur.pdf 
diakses tanggal 2 Juni 2023 

https://www.hukumonline.com/klinik/a/3-lembaga-perlindungan-konsumen-di-indonesia-lt62e272415e4f4/
https://www.hukumonline.com/klinik/a/3-lembaga-perlindungan-konsumen-di-indonesia-lt62e272415e4f4/
https://lib.ui.ac.id/file?file=digital/130212-T26751-Peranan%20BPOM-Literatur.pdf
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produsen yang memproduksi minyak goreng berkualitas tinggi 

dengan harga yang lebih terjangkau. Hal ini dapat dilakukan melalui 

kebijakan pemerintah yang mendukung persaingan sehat dan 

transparan di pasar. 

4. Meningkatkan kesadaran konsumen tentang hak-hak mereka dan 

cara melaporkan praktik bisnis yang tidak adil. Konsumen harus 

diberi tahu tentang hak mereka dan cara melaporkan produsen yang 

terlibat dalam praktik kartel minyak goreng. 

Perlindungan konsumen harus dilakukan secara serius dan 

bertanggung jawab untuk melindungi konsumen dari praktik bisnis yang 

merugikan dan merugikan mereka. Dengan tindakan yang tepat, 

konsumen dapat merasa lebih aman dan terlindungi dalam membeli 

produk minyak goreng yang mereka butuhkan. Perlindungan konsumen 

dan persaingan adalah dua aspek yang saling terkait dan saling 

memperkuat satu sama lain. Harga yang terjangkau, mutu yang unggul, 

dan pelayanan yang memuaskan adalah tiga aspek penting bagi 

konsumen, dan persaingan merupakan metode terbaik untuk memastikan 

pencapaian ini.
17

 

Undang-undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen 

memiliki tujuan untuk melindungi hak dan kepentingan konsumen dalam 

bertransaksi jual beli, termasuk di dalamnya transaksi jual beli minyak 

goreng. Dalam perspektif UU tersebut, korban kartel minyak goreng juga 

                                                      
17

 Andi Fahmi Lubis, dkk, Hukum Persaingan Kedua Edisi Kedua, (Jakarta: Komisi 

Pengawas Persaingan Usaha, 2017), 37. 
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dilindungi. UU No. 8 tahun 1999 juga menjamin hak kepada konsumen 

untuk mendapatkan ganti rugi jika terbukti bahwa mereka menjadi 

korban praktik kartel. Konsumen dapat menuntut ganti rugi melalui jalur 

hukum melalui pengadilan. Selain itu, UU No. 8 tahun 1999 juga 

mewajibkan produsen atau distributor untuk memberikan informasi yang 

jelas dan benar mengenai produk yang dijual, termasuk harga dan 

komposisi bahan-bahannya. Jika terbukti bahwa produsen atau distributor 

telah memberikan informasi yang tidak benar atau menyesatkan, maka 

konsumen juga berhak mendapatkan ganti rugi. 

Untuk melindungi hak dan kepentingan konsumen dalam melakukan 

transaksi jual beli, maka dibuatlah UU No. 8 tahun 1999 tentang 

Perlindungan Konsumen. UU tersebut memiliki tujuan untuk melindungi 

konsumen dari praktik bisnis yang tidak sehat dan menjamin keadilan 

bagi konsumen korban praktik bisnis yang merugikan.
18

 Dalam 

perspektif UU No. 8 tahun 1999, konsumen yang menjadi korban praktik 

kartel minyak goreng dilindungi dengan diberikan hak untuk 

mendapatkan ganti rugi, informasi yang jelas dan benar, serta bantuan 

dari Badan Perlindungan Konsumen dalam menyelesaikan sengketa. 

Selain itu, UU tersebut juga memberikan wewenang kepada Komisi 

Pengawas Persaingan Usaha untuk menindak praktik kartel yang 

merugikan konsumen. 

Dengan adanya perlindungan konsumen korban kartel minyak 

                                                      
18

 Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 

Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, pasal 3 angka 4. 
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goreng dalam perspektif UU No. 8 tahun 1999, diharapkan konsumen 

dapat terlindungi dan merasa aman dalam melakukan transaksi jual beli 

minyak goreng, serta produsen dan distributor dapat berkompetisi secara 

sehat dan memberikan harga yang wajar bagi konsumen. 

Berdasarkan dari paparan diatas, penulis kemudian tertarik untuk 

menjadikan Perlindungan Konsumen Korban Kartel Minyak Goreng 

sebagai bahan objek penelitian. Alasan yang penulis gunakan 

diantaranya: Pertama, Perlindungan Konsumen perlu dilakukan saat ini. 

Kedua, adanya konsumen yang menjadi korban dari Kartel Minyak 

Goreng. Ketiga, adanya aturan dan regulasi yang mengatur tentang 

Perlindungan Konsumen agar bisa menjadi dasar pada Perlindungan 

Konsumen Korban Kartel Minyak Goreng. 

Berangkat dari penjelasan tersebut, selanjutnya penulis tergerak 

untuk melakukan penelitian dengan judul “Perlindungan Konsumen 

Korban Kartel Minyak Goreng”. Harapannya dengan adanya 

penelitian ini dapat memberikan edukasi dan informasi kepada 

masyarakat tentang adanya Perlindungan Konsumen Korban Kartel 

Minyak Goreng. 
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B. Fokus Penelitian 

Berdasarkan penjelasan diatas, fokus permasalahan yang diteliti adalah 

sebagai berikut: 

1. Bagaimana Bentuk Kejahatan Kartel Minyak Goreng di Indonesia? 

2. Bagaimana Implikasi Kejahatan Kartel Minyak Goreng Terhadap 

Perlindungan Konsumen? 

3. Bagaimana Pengaturan Perlindungan Konsumen Kedepan Akibat 

Kejahatan Kartel Minyak Goreng? 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan dilakukannya  penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui Bentuk Kejahatan Kartel Minyak Goreng di 

Indonesia. 

2. Untuk mengetahui Implikasi Kejahatan Kartel Minyak Goreng 

Terhadap Perlindungan Konsumen. 

3. Untuk mengetahui Pengaturan Perlindungan Konsumen Kedepan 

Akibat Kejahatan Kartel Minyak Goreng. 

E. Manfaat Penelitian 

Peneliti berharap, hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat 

baik secara teoritis maupun secara praktis, diantaranya: 

1. Manfaat teoritis 

Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi berupa perluasan 

khazanah keilmuan khususnya prodi Hukum Ekonomi Syariah tentang 

Perlindungan Konsumen Korban Kartel Minyak Goreng. 
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2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Praktisi 

Penelitian ini memberikan pemahaman yang lebih mendalam 

kepada peneliti dalam hal ini praktisi mengenai hukum 

perlindungan konsumen korban kartel minyak goreng yang 

berlaku di Indonesia.  

b. Bagi Lembaga Pengawas dan Pemerintah 

Sebagai bahan komplementer untuk mengawasi, membuat 

kebijakan dan pertimbangan aturan hukum di bidang hukum 

ekonomi syariah khususnya Perlindungan Konsumen untuk 

Korban Kartel Minyak Goreng. 

c. Bagi Pelaku Usaha 

Penelitian ini sebagai nomenklatur yang bersifat edukatif untuk 

pengetahuan yang mengarahkan dan menyadarkan Pelaku Usaha 

agar menghindari Praktik Persaingan tidak sehat yang dalam hal 

ini adalah Kartel Minyak Goreng agar tidak merugikan 

Konsumen. 

d. Bagi Konsumen 

Penelitian ini sebagai nomenklatur yang bersifat edukatif sebagai 

pengetahuan yang mengarahkan dan menyadarkan konsumen 

untuk mengetahui tentang Perlindungan Konsumen dan dampak 

dari terjadinya Kartel Minyak Goreng. 

e. Bagi Lembaga Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq 
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Jember 

Sebagai tambahan bahan referensi atau rujukan bagi 

perkembangan ilmu yang berkaitan langsung dengan prodi 

Hukum Ekonomi Syariah di Kampus UIN Kiai Haji Achmad 

Siddiq Jember. 

F. Definisi Istilah 

Definisi istilah ini mencakup pengertian dari istilah simbolik yang 

memiliki signifikansi penting dan bertujuan menjadi fokus perhatian para 

peneliti dalam judul.
19

 Hal ini dilakukan untuk mencegah adanya 

kesalahpahaman terkait makna istilah yang diperujuk oleh penelitian 

tersebut. Dengan berpegang pada penjelasan di atas, definisi yang dapat 

dipahami dari judul penelitian yang diajukan adalah sebagai berikut:  

1. Perlindungan Konsumen 

Perlindungan konsumen adalah keseluruhan peraturan dan hukum 

yang mengatur hak dan kewajiban konsumen dan produsen yang 

timbul dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya dan mengatur 

upaya-upaya untuk menjamin terwujudnya perlindungan hukum 

terhadap kepentingan konsumen.
20

 Sedangkan dalam Undang-undang 

No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, definisi dari 

Perlindungan Konsumen ialah sebagai upaya untuk memberikan 

jaminan hukum bagi konsumen agar terlindungi. Ini diartikan bahwa 

                                                      
19

 Tim Penyusun, Pedoman Karya Tulis Ilmiah (Jember: UIN KHAS Jember, 2021): 52. 
20

 Janus Sidobalok, Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia (Bandung: Citra 

Aditya Bakti, 2014): 20. 
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ada upaya yang dilakukan untuk memastikan bahwa konsumen 

mendapatkan perlindungan yang sesuai dengan hukum.
21

  

2. Korban 

Korban merujuk kepada individu atau kelompok yang mengalami 

kesakitan secara fisik, psikologis, atau emosional, kehilangan 

finansial, atau menghadapi perlakuan yang tidak adil serta kehilangan 

hak-hak dasar mereka sebagai hasil dari pelanggaran hak asasi 

manusia yang serius. Ini juga mencakup keluarga atau pihak yang 

memiliki hak-hak atas individu yang menjadi korban, termasuk 

korban adalah juga ahli warisnya.
22

 

3. Kartel 

Kartel adalah istilah yang digunakan dalam studi ekonomi dan 

hukum untuk merujuk pada kesepakatan antara produsen dalam hal 

penetapan harga. Dalam konteks ekonomi, kartel mengacu pada 

tindakan yang berkaitan dengan persaingan bisnis. Di sisi lain, dalam 

studi hukum, kartel dianggap sebagai tindakan yang dilarang secara 

hukum karena dianggap dapat memiliki dampak negatif dan 

merugikan kepentingan umum serta masyarakat. Dalam kata 

sederhana, kartel adalah praktik di mana beberapa perusahaan dengan 

motif dan tujuan yang sama berkolaborasi untuk mengendalikan harga 

dan distribusi suatu produk atau layanan demi keuntungan pribadi 

                                                      
21

 Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang 

Perlindungan Konsumen (Jakarta: Presiden Republik Indonesia, 1999):pasal 1 ayat (1). 
22

 Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia  Nomor 

27 Tahun 2004  Tentang  Komisi Kebenaran Dan Rekonsiliasi (Jakarta: Presiden Republik 

Indonesia, 2004), Pasal 1 ayat (5). 
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mereka.
23

 

4. Minyak Goreng 

Minyak goreng adalah bahan pangan dengan komposisi utama 

trigliserida yang berasal dari bahan nabati dengan tanpa perubahan 

kimiawi termasuk hidrogenasi, pendinginan dan telah melalui proses 

rafinasi atau pemurnian yang digunakan untuk menggoreng.
24

 

Berdasarkan pemaparan definisi dari istilah-istilah diatas, maka yang 

dimaksud peneliti dalam penelitian berjudul “Perlindungan Konsumen 

Korban Kartel Minyak Goreng” adalah peneliti ingin mengkaji lebih 

mendalam tentang persoalan Perlindungan Konsumen pada Kejahatan 

Kartel Minyak Goreng yang mana didalamnya ada keterkaitan Undang-

Undang dan aturan yang mengaturnya. Aturan tentang Perlindungan 

Konsumen yaitu pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang 

Perlindungan Konsumen, aturan tentang Kartel yaitu Undang-Undang 

Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Kartel. 

Selain itu, juga memperhatikan pada lembaga yang bersangkutan dan 

dalam hal ini lebih ditekankan terhadap KPPU selaku lembaga pemerintah 

yang dibentuk untuk mengawasi Persaingan Usaha. Penelitian ini berusaha 

mendorong upaya dalam Penegakan Perlindungan Konsumen yang 

menjadi Korban dari Kartel Minyak Goreng, sehingga nantinya dapat 

dijadikan acuan dalam menetapkan regulasi atau penelitian. 

                                                      
23

 Sayud Margono, Hukum Anti Monopoli (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 67. 
24

 Ika Risti Lempang, Fatimawali, and Nancy C. Pelealu, “Uji Kualitas Minyak Goreng 

Curah Dan Minyak Goreng Kemasan Di Manado,” Pharmacon: Jurnal Ilmiah Farmasi Vol 5 No. 

4 (November 2016): 156. 



17 

 

 

 

G. Sistematika Pembahasan 

Sistematikan pembahasan ini di gunakan untuk memberikan gambaran 

tentang alur atau isi penelitian ini dari  setiap bab sehingga akan 

mempermudah dalam melakukan tinjauan terhadap isinya. Format 

penulisan sistematika pembahsan adalah dalam bentuk deskriptif naratif, 

adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

BAB I : Pendahuluan 

Dalam bab ini yang meliputi : latar belakang,  fokus penelitian, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, fungsi 

dari bab ini yakni  untuk memperoleh gambaran secara umum mengenai 

pembahasan. 

BAB II : Kajian Pustaka 

Dalam bab ini akan dipaparkan kajian kepustakaan yang meliputi 

penelitian terdahulu dan kajian teori yang erat kaitanya dengan masalah 

yang sedang di teliti, dalam tahapan ini, akan di jelaskan pemikiran-

pemikiran para pakar agar dapat membentuk kerangka berfikir yang terkait 

dengan peneliti yang di lakukan di bab selanjurnya adapun fungsi dari bab 

ini adalah  sebagai landasan teori pada bab selanjutnya guna menganalisis 

data yang telah di peroleh dari  hasil penelitian. 

BAB III : Metode Penelitian 
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Dalam bab ini yang di dalamnya memuat metode dan prosedur penelitian 

yang akan di lakukan oleh peneliti, metode penelitian ini diambil dari 

sebuah pendekatan dan jenis penelitianya, teknik pengumpulan data, 

analisis data , keabsahan data dan tahapan-tahapan penelitian. Sehingga 

dalam penelitian ini sudah jelas objek yang akan di tunjuk dalam 

penelitianya.. 

BAB IV : Hasil dan Pembahasan 

Dalam bab ini membahas perihal penyajian data, dan analisis data. Pada 

bab ini juga tertera gambaran objek penelitian, penyajian data dan analisis 

data, serta pembahasan temua. 

BAB V : Penutup 

Dalam bab ini yang di dalamnya terdapat 2 sub bab,pertama mambahas 

tentang kesimpulan dari penyajian data dan analisi hasil penelitian dan 

kedua membahas tentang saran atau rekomendasi dari tindak lanjut 

penelitian yang di lakukan. 
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BAB II 

KAJIAN KEPUSTAKAAN 

A. Kajian Terdahulu 

Untuk mencegah duplikasi, plagiat, atau penelitian berulang pada 

topik yang sama dalam suatu karya, penting untuk melakukan telaah 

terhadap karya-karya sebelumnya. Dalam konteks penelitian ini, penulis 

menyediakan beberapa referensi yang relevan dengan skripsinya, yaitu:  

1. Penelitian yang dilakukan oleh Khusnul Khotimah, mahasiswa 

Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama 

Islam Negeri Salatiga Tahun 2015 dengan Judul “Perlindungan 

Konsumen dalam Jual Beli Barang Bekas Ditinjau dari Hukum Islam 

dan UU No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Studi 

Kasus di Pasar Loak Shopping Centre Salatiga)”. Penelitian tersebut 

menerangkan tentang Perlindungan Konsumen dalam jual beli Barang 

Bekas, Penelitian ini merupakan penelitian untuk mengetahui praktek 

perlindungan konsumen di Pasar loak Shopping Centre. Penelitian 

menggunakan pendekatan yuridis sosiologis dengan jenis penelitian 

lapangan (field research) yang bersifat deskriptif analitik. yaitu 

penelitian dengan mengumpulkan data mengenai persoalan 

perlindungan konsumen kemudian memaparkan dan menganalisa 

dengan Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia  
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Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pada praktek jual beli 

barang bekas memakai sistem tawar-menawar, tidak terdapat garansi 

barang, dan jika barang tersebut diganti dengan barang lain pada 

besok harinya maka, harga penjualan barang tersebut turun dari harga 

sebelumnya. Adapaun mengenai upaya-upaya perlindungan 

konsumen, pada penelitian di Pasar loak Shopping Centre Salatiga 

belum terpenuhi unsur dari perlindungan konsumen dalam transaksi 

jual beli barang bekas, secara hukum Islam seperti: tidak terpenuhinya 

hak-hak khiyar bagi pembeli yaitu khiyar syarath (Hak pilih dalam 

persyaratan) dan khiyar „aib (Hak pilih karena cacat dan rusak barang) 

dan tidak dijelaskannya terkait kualitas barang saat dilakukannya 

transaksi jual beli. Sedangkan secara UU No.8 Tahun 1999 tentang 

Perlindungan Konsumen, upaya perlindungan konsumen di Pasar loak 

Shopping Centre melanggar pasal 4 ayat 3, 7 dan 8 yaitu hak untuk 

informasi yang benar, jelas dan jujur terkait kondisi dan jaminan 

barang dan/atau jasa (ayat 3), hak untuk diperlakukan atau dilayani 

secara benar dan jujur serta tidak membeda-bedakan (ayat 7) dan Hak 

untuk mendapat sebuah ganti rugi dan/atau penggantian, apabila 

barang dan/atau jasa yang didapat tidak sesuai dengan perjanjian atau 

sebagaimana mestinya (ayat 8). Pendekatan penelitian yang digunakan  

yaitu yuridis sosiologis dan pendekatan kualitatif.
26

 

Persamaan dari penelitian terdahulu dengan penelitian ini keduanya 
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 Khusnul Khotimah, “Perlindungan Konsumen Dalam Jual Beli  Barang Bekas Ditinjau 

Dari Hukum Islam  Dan Uu No. 8 Tahun 1999 Tentang  Perlindungan Konsumen  (Studi Kasus Di 

Pasar Loak Shopping Centre  Salatiga)” (Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga, 2015). 
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mengkaji tentang Perlindungan Konsumen dan juga sama-sama 

menggunakan metode kualitatif. Perbedaan dengan peneliti terdahulu 

ialah peneliti terdahulu lebih fokus kepada jual beli barang bekas. 

Sedangkan penelitian ini lebih fokus kepada korban kartel minyak 

goreng. Dan penelitian terdahulu fokus terhadap Tinjauan dari Hukum 

Islam dan UU No.8 Tahun 1999 dengan Studi Kasus di Pasar Loak 

Shopping Centre Salatiga, sedangkan pada penelitian ini hanya fokus 

pada perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 dengan studi 

pustaka. 

2. Penelitian yang dilakukan oleh Nadila Koto, Mahasiswa Fakultas 

Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan Tahun 

2022 dengan Judul “Kajian Hukum Terhadap Penetapan Harga Oleh 

Kartel Yang Menyebabkan Inflasi (Studi Putusan Nomor 08/Kppu/L-

2018)”. Penelitian tersebut mengulas mengenai Analisis Hukum 

Terhadap Penetapan Harga oleh Kartel yang Berkontribusi pada 

Meningkatnya Tingkat Inflasi. Penelitian ini menggunakan 

pendekatan hukum yuridis normatif dengan merujuk pada bahan 

hukum utama, dengan mengkaji pengertian, perbandingan, dan 

menganalisis aspek-aspek yang terkait dengan penetapan harga oleh 

kartel yang berdampak pada inflasi. 

Temuan dari penelitian ini mengindikasikan bahwa dalam konteks 

hukum positif Indonesia, kartel dianggap sebagai pelanggaran hukum. 

Hal ini tercermin dalam Pasal 11 Undang-Undang No 5 Tahun 1999 
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tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak 

Sehat, serta Pasal 4 Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang 

Perlindungan Konsumen. Di bidang hukum pidana, kartel juga 

dianggap sebagai delik materiil. Praktik yang dilakukan oleh anggota 

kartel bertujuan untuk meraih keuntungan yang banyak, sementara 

pada saat yang sama, menyebabkan kerugian bagi konsumen, 

produsen pesaing, dan negara. Kartel yang terkait dengan penetapan 

harga secara langsung dikenal sebagai perjanjian penetapan harga, 

yang dilarang karena dapat berdampak negatif pada perekonomian dan 

berpotensi menimbulkan kerugian ekonomi. Salah satu contoh 

dampak negatif dari penetapan harga oleh kartel adalah kasus Putusan 

No 8/KPPU/L-2018, yang menunjukkan kerugian ekonomi yang 

ditimbulkan oleh tindakan kartel. Penelitian ini menggunakan 

pendekatan hukum yuridis normatif dalam analisanya.
27

 

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu 

membahas tentang Kartel dan juga sama-sama menggunakan metode 

kualitatif dengan yuridis normatif. Perbedaan dengan peneliti 

terdahulu ialah peneliti terdahulu lebih fokus kepada Kajian Hukum 

Terhadap Penetapan Harga Oleh Kartel. Sedangkan penelitian ini 

lebih fokus kepada perlindungan konsumen korban kartel minyak 

goreng. Dan penelitian terdahulu fokus terhadap Tinjauan dari Studi 
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Menyebabkan Inflasi (Studi Putusan Nomor 08/Kppu/L-2018)” (Medan, Universitas 

Muhammadiyah Sumatra Utara, 2022), 

Http://Repository.Umsu.Ac.Id/Bitstream/Handle/123456789/20096/Skripsi%20nadila%20koto.Pdf
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Putusan Nomor 08/Kppu/L-2018, sedangkan pada penelitian ini fokus 

pada perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 dengan Studi 

pustaka. 

3. Penelitian yang dilakukan oleh Intan Nasta Dewi, Mahasiswa Jurusan 

(S1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia 

Yogyakarta Tahun 2019 dengan Judul “Ganti Kerugian Kepada 

Konsumen Akibat Perilaku Kartel Di Indonesia Dalam Hukum 

Persaingan Usaha (Studi Kasus Putusan Kppu No 26/Kppu-L/2007 

Tentang Kartel Sms)”. Penelitian tersebut membahas tentang Ganti 

Kerugian Kepada Konsumen Akibat Perilaku Kartel Di Indonesia 

Dalam Hukum Persaingan Usaha. Persaingan usaha yang tidak sehat 

pasti berdampak pada kerugian. Kerugian yang dialami oleh 

konsumen akibat persaingan usaha dapat dijadikan pertimbangan oleh 

KPPU dalam memberikan putusannya. Undang-Undang No. 5 Tahun 

1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak 

Sehat dan memberikan askses ganti kerugian kepada konsumen, akan 

tetapi pelaksanaan dalam penetapan dan pemberian ganti kerugian 

belum jelas, sehingga masih ada celah dalam peraturan tersebut. 

Adapun tujuan dalam penelitian ini untuk mengkaji hukum persaingan 

usaha dapat memberikan akses ganti kerugian kepada konsumen 

dalam kasus kartel dan ganti kerugian dalam kasus Kartel SMS. 

Dalam penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif melalui 

bahan hukum primer, sekunder, dan tersier sebagai sumber data dan 
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pengumpulan data melalui penelusuran literatur dan dianalisis dengan 

metode diskriptif kualitatif. 

Temuan dari studi ini menjelaskan bahwa dalam konteks hukum 

persaingan usaha, terdapat ketentuan yang memberikan konsumen 

akses untuk mendapatkan kompensasi, sebagaimana diatur dalam 

Pasal 47 huruf f Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 dan Pasal 11 ayat 

(4) Peraturan Komisi No. 1 Tahun 2010. Namun, dalam penyelesaian 

kasus kartel SMS, tidak mungkin menggunakan landasan hukum yang 

berasal dari Peraturan Komisi No. 1 Tahun 2010. Namun, dalam 

penyelesaian kasus kartel SMS, tidak mungkin menggunakan dasar 

hukum dari Peraturan Komisi No. 1 Tahun 2010. Sebagai alternatif, 

penyelesaian ganti rugi dapat dilakukan melalui jalur hukum perdata 

dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri. Selanjutnya, 

penelitian ini juga memberikan saran kepada Komisi Pengawas 

Persaingan Usaha (KPPU) agar segera mengembangkan peraturan 

pelaksanaan yang berkaitan dengan pemberian ganti rugi kepada 

konsumen. Selain itu, perlu dilakukan perubahan dalam implemetasi 

hukuman, penggantian rugi, dan keterlibatan KPPU dalam proses 

pembuktian terkait pengaduan dengan klaim ganti rugi. Pendekatan 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif 

dengan metode yuridis normatif.
28

 

Persamaan pada penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu 
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Tentang Kartel Sms)” (Yogyakarta, Universitas Islam Indonesia, 2019). 
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keduanya membahas tentang Kartel dan juga sama-sama 

menggunakan metode kualitatif dengan yuridis normatif. Perbedaan 

dengan peneliti terdahulu ialah peneliti terdahulu lebih fokus kepada 

Ganti Kerugian Kepada Konsumen Akibat Perilaku Kartel Di 

Indonesia Dalam Hukum Persaingan Usaha. Sedangkan penelitian ini 

lebih fokus kepada Perlindungan konsumen Korban Kartel minyak 

goreng. Dan penelitian terdahulu fokus terhadap Tinjauan dari Studi 

Kasus Putusan Kppu No 26/Kppu-L/2007 Tentang Kartel Sms, 

sedangkan pada penelitian ini fokus pada perspektif Undang-Undang 

Nomor 8 Tahun 1999 dengan Studi pustaka. 

4. Penelitian yang dilakukan oleh Intan Puspita Sari, Mahasiswi Jurusan 

(S1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang 

Tahun 2020 dengan Judul “Perlindungan Konsumen Terhadap 

Produk Kosmetika Share In Jar Yang Tidak Memiliki Izin Edar”. 

Penelitian tersebut membahas tentang Perlindungan Konsumen 

terhadap Kosmetik yang tidak memiliki Izin Edar salah satunya yaitu 

produk Share In Jar. Kosmetik merupakan salah satu kebutuhan 

penting untuk sebagian besar wanita, atas dasar tersebut banyak 

industri kosmetik terus berusaha memenuhi kebutuhan konsumen 

akan kosmetik dengan berbagai macam inovasi sesuai dengan 

permintaan pasar, karena itu produsen melakukan kecurangan dan 

tidak memiliki izin edar. Adapun tujuan dalam penelitian ini untuk 

mendeskripsikan Pengaturan Perlindungan Konsumen Terhadap 
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Produk Share In Jar Yang Tidak Memiliki Izin Edar dan 

mendeskripsikan Pengawasan Oleh Balai Besar Pengawas Obat Dan 

Makanan Untuk Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Share In 

Jar Yang Tidak Memiliki Izin Edar. Penelitian ini menggunakan 

metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris yang 

dilakukan dengan wawancara online. Data primer berupa hasil 

wawancara dengan pelaku usaha dan perwakilan dari Badan Pengawas 

Obat dan Makanan (BPOM) Semarang, sedangkan data sekunder 

berupa referensi yang berhubungan pada perlindungan konsumen.  

Penelitian ini menggambarkan hal-hal sebagai berikut: (1) 

Pengaturan terkait kosmetik yang dibagi dalam satu wadah di 

Indonesia diatur oleh Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan 

Makanan (BPOM) Nomor HK.03.1.23.12.11.10052 yang mengatur 

tata cara pengawasan terhadap produksi dan distribusi kosmetika. 

Menurut regulasi ini, pelaku usaha dapat mengajukan pendaftaran 

untuk memperoleh nomor notifikasi dan izin edar dengan memenuhi 

persyaratan yang telah ditetapkan oleh BPOM. (2) Namun, masih 

banyak produk kosmetik yang dibagi dalam satu wadah yang dijual 

melalui platform e-commerce dan media sosial tanpa memiliki izin 

edar, sehingga produk-produk tersebut tidak mematuhi standar 

keamanan dan kualitas yang diatur oleh peraturan hukum yang 

berlaku. Karena semua informasi tentang pelaku usaha yang menjual 

produk kosmetik berbagi dalam wadah ada di media sosial, BPOM 



27 

 

 

 

menghadapi sejumlah kendala dalam melakukan pengawasan. 
29

 

Persamaan pada penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu 

keduanya menjelaskan tentang Perlindungan Konsumen. Perbedaan 

dengan peneliti terdahulu ialah peneliti terdahulu lebih fokus kepada 

Perlindungan Konsumen terhadap Kosmetik yang tidak memiliki Izin 

Edar. Sedangkan penelitian ini lebih fokus kepada Perlindungan 

konsumen Korban Kartel minyak goreng. Dan penelitian terdahulu 

meneliti terhadap BPOM, sedangkan pada penelitian ini fokus pada 

KPPU dan perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang 

Perlindungan Konsumen. 

5. Penelitian yang dilakukan oleh Nurlaeni Faizal, Mahasiswa Jurusan 

(S1) Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam 

Negeri Walisongo Semarang Tahun 2019 dengan Judul 

“Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Online Di Pt. 

Shopee Internasional Indonesia”. Penelitian tersebut membahas 

tentang Perlindungan hukum terhadap konsumen dalam transaksi jual 

beli online dipandang perlu mendapatkan penegasan pertanggung 

jawaban yang kaitannya dengan praktik jual beli online serta 

permasalahan wanprestasi yang disebabkan oleh pelaku usaha. Sejauh 

mana peran marketplace serta pelaku usaha ikut bertanggung jawaban 

dalam kerugian wanprestasi yang dialami konsumen. Dalam hal ini, 

Shopee merupakan salah satu perusahaan yang mengubah proses 
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bisnisnya melalui e-commerce, yang mana fokus bergerak di bidang 

jual beli secara daring. Penelitian ini bertujuan untuk  memahami 

gambaran perlindungan konsumen dan transaksi jual beli online di PT. 

Shopee Internasional Indonesia serta untuk memahami usaha 

perlindungan hukum pada konsumen yang dirugikan terhadap 

transaksi jual beli dalam situs belanja online di PT. Shopee 

Internasional Indonesia, selanjutnya agar untuk memahami tanggung 

jawab dari seorang pelaku usaha dan marketplace Shopee pada 

konsumen yang dirugikan dalam praktek jual beli di PT. Shopee 

Internasional Indonesia. Dalam penelitian ini memakai metode  

penelitian hukum yuridis empiris. Data dikumpulkan melalui 

wawancara, dokumentasi, observasi yang kemudian dianalisis dengan 

analisis data kualitatif.  

Hasil Penelitiannya adalah menunjukkan bahwa: (1) Praktik jual 

beli yang digunakan di marketplace Shopee yakni menggunakan 

sistem transaksi B2C (Businnes to Consumer) dan C2C (consumer to 

consumer). (2) Tanggung jawab dalam perlindungan hukum terhadap 

konsumen yang diberikan shopee sebagai marketplace berkaitan 

dengan terjadi wanprestasi ataupun perbuatan melanggar hukum yang 

disebabkan oleh pelaku usaha maka beban pertanggung jawabannya di 

tanggung oleh pelaku usaha dengan mengacu kepada kontrak yang 

para pihak sepakati. Perlindungan yang diberikan shopee adalah 

sebatas pengawasan, regulator, fasilisator, pencarian solusi, dan 
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pengambilan keputusan wanprestasi ataupun perbuatan melanggar 

hukum yang terjadi. 
30

 

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah 

menjelaskan tentang Perlindungan Konsumen. Perbedaan dengan 

peneliti terdahulu ialah peneliti terdahulu lebih tertuju kepada 

Perlindungan konsumen dalam transaksi jual beli daring. Namun 

penelitian ini berfokus pada Perlindungan konsumen Korban Kartel 

minyak goreng. Dan penelitian terdahulu meneliti terhadap PT Shopee 

Internasional Indonesia dengan pendekatan yuridis normatif, 

sedangkan pada penelitian ini fokus pada KPPU dan perspektif 

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan 

Konsumen dan menggunakan penelitian hukum Normatif. 

 

Tabel 2.1 

Perbandingan dengan Peneliti Terdahulu 

NO. Peneliti, Tahun dan 

Judul 

Persamaan Perbedaan 

1. Khusnul Khotimah, 

Skripsi Tahun 2015, 

“Perlindungan 

Konsumen dalam Jual 

Beli Barang Bekas 

Ditinjau dari Hukum 

Islam dan UU No.8 

Tahun 1999 tentang 

Perlindungan Konsumen 

(Studi Kasus di Pasar 

Loak Shopping Centre 

Salatiga)”. 

Menggunakan 

metode kualitatif. 

Adapun 

Perbedaan dengan 

peneliti terdahulu 

adalah peneliti 

terdahulu lebih 

fokus kepada jual 

beli barang bekas. 

Sedangkan 

penelitian ini lebih 

fokus kepada 

korban kartel 

minyak goreng. 

Dan penelitian 
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terdahulu fokus 

terhadap Tinjauan 

Hukum Islam dan 

UU No.8 Tahun 

1999 dengan Studi 

Kasus di Pasar 

Loak Shopping 

Centre Salatiga, 

sedangkan pada 

penelitian ini 

hanya fokus pada 

perspektif 

Undang-Undang 

Nomor 8 Tahun 

1999 dengan studi 

pustaka. 

 

2. Nadila Koto, Skripsi 

Tahun 2022, “Kajian 

Hukum Terhadap 

Penetapan Harga Oleh 

Kartel Yang 

Menyebabkan Inflasi 

(Studi Putusan Nomor 

08/Kppu/L-2018)”. 

sama-sama 

membahas tentang 

Kartel dan juga 

sama-sama 

menggunakan 

metode kualitatif 

dengan yuridis 

normatif. 

Adapun 

Perbedaan dengan 

peneliti terdahulu 

ialah peneliti 

terdahulu lebih 

fokus kepada 

Kajian Hukum 

Terhadap 

Penetapan Harga 

Oleh Kartel. 

Sedangkan 

penelitian ini 

lebih fokus 

kepada 

perlindungan 

konsumen korban 

kartel minyak 

goreng. Dan 

penelitian 

terdahulu fokus 

terhadap Tinjauan 

dari Studi 

Putusan Nomor 

08/Kppu/L-2018, 

sedangkan pada 

penelitian ini 

fokus pada 

perspektif 

Undang-Undang 
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Nomor 8 Tahun 

1999 dengan 

Studi pustaka. 

 

3. Intan Nasta Dewi, Skripsi 

Tahun 2019, “Ganti 

Kerugian Kepada 

Konsumen Akibat 

Perilaku Kartel Di 

Indonesia Dalam Hukum 

Persaingan Usaha (Studi 

Kasus Putusan Kppu No 

26/Kppu-L/2007 Tentang 

Kartel Sms)” 

sama-sama 

membahas tentang 

Kartel dan juga 

sama-sama 

menggunakan 

metode kualitatif 

dengan yuridis 

normatif. 

Adapun Perbedaan 

dengan peneliti 

terdahulu ialah 

peneliti terdahulu 

lebih fokus kepada 

kompensasi 

Kepada Konsumen 

Akibat Perilaku 

Kartel Di 

Indonesia Dalam 

Hukum Persaingan 

Usaha. Sedangkan 

penelitian ini lebih 

fokus kepada 

Perlindungan 

konsumen Korban 

Kartel minyak 

goreng. Dan 

penelitian 

terdahulu fokus 

terhadap Tinjauan 

dari Studi Kasus 

Putusan Kppu No 

26/Kppu-L/2007 

Tentang Kartel 

Sms, sedangkan 

pada penelitian ini 

fokus pada 

perspektif 

Undang-Undang 

Nomor 8 Tahun 

1999 dengan Studi 

pustaka. 

4. Intan Puspita Sari, Skripsi 

Tahun 2020,  

“Perlindungan 

Konsumen Terhadap 

Produk Kosmetika Share 

In Jar Yang Tidak 

Memiliki Izin Edar”. 

 

menerangkan terkait 

Perlindungan 

Konsumen 

peneliti terdahulu 

lebih fokus kepada 

Perlindungan 

Konsumen 

terhadap Kosmetik 

yang tidak 

memiliki Izin 

Edar. Sedangkan 

penelitian ini lebih 
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fokus kepada 

Perlindungan 

konsumen Korban 

Kartel minyak 

goreng. Dan 

penelitian 

terdahulu meneliti 

terhadap BPOM, 

sedangkan pada 

penelitian ini 

fokus pada KPPU 

dan perspektif 

Undang-Undang 

Nomor 8 Tahun 

1999 tentang 

Perlindungan 

Konsumen. 

 

5. Nurlaeni Faizal, Skripsi 

Tahun 2019, 

“Perlindungan 

Konsumen Dalam 

Transaksi Jual Beli 

Online Di Pt. Shopee 

Internasional Indonesia”. 
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1999 tentang 

Perlindungan 

Konsumen dan 

menggunakan 

penelitian hukum 

Normatif. 

 

 

B. Kajian Teori 

Kajian teori ialah deskripsi mengenai teori yang dijadikan sebagai 

pijakan, acuan ataupun perspektif dalam melakukan penelitian.  

1. Perlindungan Konsumen 

a. Definisi Perlindungan Konsumen 

Dalam perkembangan model untuk memenuhi kebutuhan 

manusia sepanjang sejarah, ada hubungan yang saling bergantung 

antara produsen dan konsumen. Produsen adalah pihak yang 

menciptakan atau menghasilkan barang, sedangkan konsumen 

adalah mereka yang menggunakan produk yang diproduksi oleh 

produsen. Kemajuan ekonomi, teknologi, dan industri telah 

menghasilkan beragam produk dan layanan, memberikan 

konsumen banyak pilihan. Ini menguntungkan konsumen karena 

mereka dapat memenuhi berbagai kebutuhan mereka. Namun, di 

sisi lain, hal ini juga dapat membuat konsumen menjadi lebih 

rentan, karena mereka hanya berperan sebagai objek dalam usaha 

bisnis yang berfokus pada menghasilkan keuntungan melalui 
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strategi promosi dan teknik penjualan yang merugikan 

konsumen.
31

 

Perlindungan konsumen adalah salah satu aspek penting 

yang terkait dengan perkembangan teknologi dan industri. 

Kemajuan teknologi dapat memperjelas perbedaan antara gaya 

hidup masyarakat tradisional dan masyarakat modern. Masyarakat 

tradisional cenderung melakukan produksi barang dan jasa secara 

sederhana, dan hubungan antara konsumen dan produsen juga 

sederhana. Dalam transaksi jual beli, konsumen dan produsen 

berinteraksi secara langsung.
32

 Di sisi lain, dalam masyarakat 

modern, produksi barang dan jasa dilakukan dalam skala massal, 

menghasilkan konsumen dalam jumlah besar (Mass Consumer 

Consumption). Akibatnya, hubungan antara konsumen dan produsen 

menjadi lebih kompleks. Konsumen seringkali tidak mengetahui 

identitas produsen, dan sebaliknya.
33

 

Peraturan mengenai perlindungan konsumen tidak 

ditujukan untuk menghambat atau melemahkan usaha serta 

aktivitas pelaku usaha. Sebaliknya, tujuan dari perlindungan 

konsumen adalah mendukung lingkungan persaingan usaha yang 

sehat.
34

 Dalam kerangka hukum, hubungan antara konsumen dan 
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produsen telah mengalami perubahan konsep hukum, dari prinsip 

awal yang dikenal sebagai "caveat emptor" (kehati-hatian 

pembeli) menjadi "caveat venditor" (kehati-hatian penjual).  

Intervensi pemerintah dalam melindungi kepentingan 

konsumen dalam konteks pembelian barang dan jasa di Indonesia 

memiliki signifikansi penting. Pemerintah Indonesia merespons 

kebutuhan ini dengan menerbitkan Undang-Undang sebagai 

bentuk komitmen negara untuk melindungi konsumen. Salah satu 

instrumen hukum yang mencolok dalam upaya ini adalah 

Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan 

Konsumen. Perlindungan konsumen pada dasarnya bertujuan 

memberikan landasan hukum yang melindungi hak-hak 

konsumen.
35

 Perlindungan konsumen mencakup area yang luas. 

Ini dapat dibagi menjadi dua aspek utama. Pertama, melindungi 

konsumen dari barang atau jasa yang tidak sesuai dengan 

kesepakatan yang telah dibuat. Kedua, melindungi konsumen dari 

penerapan syarat-syarat yang tidak adil.
36

 Pada dasarnya, tujuan 

utama dari perlindungan konsumen adalah menciptakan rasa 

keamanan dan keadilan bagi konsumen dalam memenuhi 

kebutuhan mereka. Ini bukan hanya tentang melindungi 

konsumen dari eksploitasi, tetapi juga mencegah konsumen 

                                                      
35
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menjadi alat untuk menghasilkan keuntungan besar bagi pelaku 

usaha. Secara keseluruhan, upaya perlindungan konsumen ini 

merupakan elemen kunci dalam membangun masyarakat yang 

adil dan memiliki daya saing yang kuat.  

Hukum Islam dalam mengatur perlindungan konsumen 

berlandaskan kaidah utama dalam kitab suci Alquran Surat Al-

Baqarah Ayat 279:  

 لَْ تَظْلِمُوْنَ وَلَْ تُظْلَمُوْنَ 
“…..tidak menganiaya (merugikan) dan tidak dianiaya 

(dirugikan)”
37

 di antara para pihak dalam aktivitas usaha/bisnis. 

Penetapan aturan-aturan perlindungan konsumen didasarkan pada 

metode sumber hukum Islam, dengan urutan dan prioritas: 

Alquran, hadist atau sunnah Nabi Muhammad SAW, Ijmak, dan 

Qiyas. Tujuan perlindungan konsumen dalam hukum Islam 

adalah untuk mewujudkan mashlahah (kemaslahatan) bagi umat 

manusia 

Asas yang dijadikan sebagai pedoman dalam melakukan 

transaksi, yaitu at-tauhid, istiklaf, al-ihsan, al-amanah, ash-

Shiddiq, al-adl, al-khiyar, at-ta‟wun, keamanan dan keselamatan, 

dan at-taradhin. Asas pokok atau pondasi dari seluruh kegiatan 

bisnis di dalam hukum Islam ditempatkan pada asas tertinggi, 
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yaitu tauhid (mengesakan Allah SWT).
38

 Dari asas ini kemudian 

lahir asas istikhlaf, yang menyatakan bahwa apa yang dimiliki 

oleh manusia hakekatnya adalah titipan dari Allah SWT, manusia 

hanyalah sebagai pemegang amanah yang diberikan kepadanya.
39

 

Dari asas tauhid juga melahirkan asas al-ihsan (benevolence), 

artinya melaksanakan perbuatan baik yang dapat memberikan 

kemanfaatan kepada orang lain tanpa ada kewajiban tertentu yang 

mengharuskannya untuk melaksanakan perbuatan tersebut.
40

  

Dari ketiga asas di atas melahirkan asas al-amanah, ash-

Shiddiq, al-adl, al-khiyar, at-ta‟wun, keamanan dan keselamatan, 

dan at-taradhin. Menurut asas al-amanah setiap pelaku usaha 

adalah pengemban amanah untuk masa depan dunia dengan 

segala isinya (kholifah fi al-ardhi), oleh karena itu apapun yang 

dilakukannya akan dipertanggung jawabkan di hadapan manusia 

dan di hadapan sang pencipta (Allah SWT).
41

 AshShiddiq adalah 

prilaku jujur, yang paling utama di dalam berbisnis adalah 

kejujuran.  

Al-adl adalah keadilan, keseimbangan, dan kesetaraan yang 

menggambarkan dimensi horizontal dan berhubungan dengan 

harmonisasi segala sesuatu di alam semesta ini. Al khiyar adalah 
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hak untuk memilih dalam transaksi bisnis, hukum Islam 

menetapkan asas ini untuk menjaga terjadinya perselisihan antara 

pelaku usaha dengan konsumen. Ta‟awun adalah tolong 

menolong, ta‟awun memiliki arti yang sangat penting dalam 

kehidupan ini karena tidak ada satupun manusia yang tidak 

membutuhkan bantuan dari orang lain, sehingga tolong menolong 

antara sesama manusia merupakan keniscayaan, terutama dalam 

upaya meningkatkan kebaikan dan ketakwaaan kepada Allah 

SWT. Untuk itu, dalam hubungannya dengan transaksi antara 

konsumen dan produsen asas ini harus dijiwai oleh kedua belah 

pihak.
42

  

Asas Keamanan dan Keselamatan, dalam hukum Islam ada 

lima hal yang wajib dijaga dan dipelihara (al-dharuriyyat 

alkhamsah), yaitu: (1) memeliharaan agama (hifdh al-din), (2) 

memelihara jiwa (hifdh al-nafs), (3) memelihara akal (hifdh al-

aql), (4) memelihara keturunan (hifdh nasl), dan memelihara harta 

(hifdh al-maal).
43

 Asas at-taradhi (kerelaan). Salah satu syarat 

sahnya jual beli di dalam Islam adalah aqad atau transaksi. Aqad 

atau transaksi tidak pernah akan terjadi kecuali dengan shighat 

(ijab-qabul), yaitu segala hal yang menunjukkan kerelaan atau 

kesepakatan kedua belah pihak (penjual dan pembeli). 
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b. Asas dan Dasar Hukum Perlindungan Konsumen 

Pentingnya asas dalam pembentukan peraturan, yang dapat 

mencakup dasar, landasan, norma, atau cita-cita. Namun, perlu 

diingat bahwa asas bukanlah sesuatu yang bersifat absolut atau 

mutlak. Dalam mengaplikasikan asas, kita harus 

mempertimbangkan berbagai keadaan khusus dan dinamika 

perubahan yang terjadi.
44

 Dalam konteks Undang-Undang 

Perlindungan Konsumen (UUPK), terdapat lima dasar yang 

menjadi landasan pembentukan peraturan tersebut, yang diatur 

dalam Pasal 2 UUPK. Kelima dasar tersebut adalah:  

1) Asas Manfaat; Asas ini menyiratkan pesan bahwa semua 

usaha dalam menjalankan perlindungan konsumen harus 

bermanfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan 

pelaku usaha secara keseluruhan,  

2) Asas Keadilan; Asas ini mendorong partisipasi seluruh warga 

msyarakat secara maksimal dan memberikan peluang kepada 

konsumen dan pelaku usaha untuk mendapatkan hak-hak 

mereka dan melaksanakan kewajiban mereka secara adil,  

3) Asas Keseimbangan; Asas ini bertujuan untuk membentuk 

keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, 

dan pemerintah, baik dari segi materiil maupun spiritual,  
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4) Asas Keamanan dan Keselamatan Konsumen; Asas ini 

memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan 

konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan 

barang/jasa yang mereka konsumsi atau gunakan,  

5) Asas Kepastian Hukum; Asas ini menegaskan bahwa pelaku 

usaha maupun konsumen wajib mematuhi hukum dan 

mendapatkan akses keadilan dalam implementasi 

perlindungan konsumen. Tanggung jawab penjaminan 

kepastian hukum berada pada negara.
45

 

Dengan dasar-dasar ini, Undang-Undang Perlindungan 

Konsumen bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang adil 

dan aman bagi konsumen serta untuk memastikan bahwa hak-hak 

mereka dihormati dan dilindungi secara efektif. 

Selain dari asas-asas yang telah dijelaskan sebelumnya, 

Undang-Undang Perlindungan Konsumen memiliki tujuan yang 

diamanatkan supaya cita-cita atau sasaran yang menjadi dasar 

adanya undang-undang ini dapat tercapai secara efektif. Tujuan-

tujuan ini tertuang dalam Pasal 3 UUPK. Namun, hakikat 

perlindungan konsumen bukan hanya melibatkan pembentukan 

undang-undang yang mampu melindungi konsumen, namun 

mewajibkan implementasi dan aplikasi peraturan tersebut oleh 

masyarakat dan aparat negara agar undang-undang tersebut dapat 

                                                      
45
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berjalan dengan efektif. Pasal 3 UUPK mencantumkan tujuan-

tujuan pokok dari undang-undang tersebut. Hal ini mencakup 

upaya untuk memberikan perlindungan yang optimal bagi 

konsumen dalam berbagai aspek, termasuk keamanan, kualitas 

produk dan jasa, serta hak-hak konsumen dalam transaksi bisnis. 

Tujuan-tujuan ini sekaligus menggarisbawahi pentingnya 

menciptakan lingkungan yang sehat bagi konsumen sehingga 

mereka dapat berpartisipasi dalam ekonomi dengan percaya diri 

dan nyaman. 

Namun, undang-undang saja tidak cukup. Implementasi dan 

pelaksanaan undang-undang tersebut oleh masyarakat dan aparat 

negara adalah langkah kunci dalam memastikan bahwa hak-hak 

dan perlindungan yang diamanatkan dalam undang-undang benar-

benar ditegakkan. Melibatkan semua pihak dalam proses ini 

adalah kunci untuk memastikan bahwa undang-undang 

perlindungan konsumen dapat memberikan manfaat yang nyata 

dan efektif dalam melindungi konsumen di seluruh Indonesia. 

c. Hak dan Kewajiban Konsumen 

Hak dapat dijelaskan sebagai sebuah wewenang yang diberikan 

oleh hukum dan dapat dimiliki atau diperoleh oleh individu. 

Dalam perspektif Sudikno Mertokusumo, hak adalah kepentingan 

hukum yang mendapat perlindungan dari hukum.  

Selanjutnya, ada tiga jenis hak sesuai dengan asal pemenuhannya:  
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1) Hak manusia karena kodratnya: Ini adalah hak-hak yang 

diperoleh secara otomatis saat seseorang lahir, seperti hak 

untuk hidup dan hak untuk bernapas. Hak-hak ini dianggap 

sebagai hak-hak dasar yang tidak dapat diganggu gugat, 

bahkan oleh negara, dan negara memiliki kewajiban untuk 

menjamin pemenuhannya.  

2) Hak yang lahir dari hukum: Jenis hak ini diberikan oleh 

negara kepada warganya sebagai hak hukum. Ini mencakup 

hak-hak yang diatur oleh perundang-undangan, seperti hak 

kepemilikan, hak berorganisasi, atau hak untuk mengajukan 

tuntutan hukum.  

3) Hak yang lahir dari hubungan kontraktual: Hak-hak ini 

timbul dari perjanjian atau kontrak antara pihak-pihak yang 

terlibat. Contohnya adalah hak konsumen, yang muncul 

dalam konteks hubungan kontraktual antara konsumen dan 

pelaku usaha.
46

 

Hak konsumen, seperti yang disebutkan di akhir paragraf, 

ialah hak yang timbul dari hubungan kontraktual antara konsumen 

dan pelaku usaha. Hak-hak ini sangat beragam dan dapat 

dipahami dari banyak perspektif, termasuk hak untuk menerima 

barang atau jasa yang berkualitas, hak untuk memperoleh 

informasi yang jujur, dan hak untuk melindungi diri dari praktik 
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bisnis yang tidak etis. Ini adalah aspek penting dalam konteks 

perlindungan konsumen dan perlu dipahami secara mendalam 

dalam studi hukum dan ekonomi.  

Dalam konteks internasional, Presiden John F. Kennedy telah 

menguraikan hak-hak konsumen yang terdiri dari empat aspek 

yaitu : 

1) Hak memperoleh keamanan ( the rights to safety ) 

Pada aspek ini, di tujukan pada pemasaran barang dan/atau 

jasa yang membahayakan keselamatan konsumen.Intervensi 

dan tanggung jawab pemerintah dalam rangka menjamin 

keselamatan dan keamanan konsumen sangat penting, 

sehingga regulasi perlindungan konsumen sangat di butuhkan 

untuk menjaga konsumen dari perilaku pelaku usaha yang 

dapat merugikan dan membahayakan keselamatan konsumen.  

2) Hak untuk memilih ( the rights to choose ) 

Hak konsumen untuk memilih adalah hak yang memberikan 

kebebasan kepada konsumen untuk menentukan apakah 

mereka akan membeli atau tidak membeli suatu produk atau 

layanan tertentu. Oleh karena itu, tanpa adanya akses kepada 

informasi yang jujur, hak konsumen untuk membuat pilihan 

yang tepat tidak akan memiliki makna yang signifikan. 

3) Hak mendapat informasi ( the rights to be informed ) 
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Hak ini adalah hak yang sangat penting bagi konsumen jika 

dilihat dari perspektif kepentingan dan kesejahteraan 

konsumen itu sendiri. Informasi tentang produk atau layanan 

tertentu yang akan dibeli oleh konsumen harus disampaikan 

dengan lengkap dan jujur, sehingga tidak menimbulkan 

kebingungan atau penyesatan pada konsumen.  

4) Hak untuk di dengar ( the rights to be heard ) 

Hak ini bertujuan untuk memastikan bahwa kepentingan 

konsumen menjadi perhatian utama dan bahwa konsumen 

seharusnya terlibat dalam proses pembentukan kebijakan 

yang dilakukan oleh pemerintah. Selain itu, penting juga 

untuk mendengarkan keluhan dan harapan konsumen terkait 

dengan konsumsi barang dan/atau jasa yang disediakan oleh 

pelaku usaha.
47

 

Melalui resolusi Nomor A/ RES/39/248 pada tanggal 16 

April 1985, yang telah mengalami perubahan pada 26 Juli 1999 

terkait Panduan Perlindungan Konsumen (Guidelines for 

consumer Protection) PBB merumuskan 6 (enam) kepentingan 

konsumen yang harus dilindungi, yakni sebagai berikut: 

1) Menjamin keselamatan dan kesehatan konsumen dari risiko-

risiko yang mungkin timbul. 

2) Mendorong dan melindungi aspek ekonomi dan sosial dari 
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kepentingan konsumen. 

3) Memastikan ketersediaan informasi yang memadai bagi 

konsumen untuk memberikan mereka kemampuan untuk 

membuat pilihan yang tepat sesuai dengan keinginan dan 

kebutuhan pribadi. 

4) Memberikan pendidikan kepada konsumen. 

5) Menyediakan mekanisme penggantian kerugian yang efisien. 

6) Memberikan kebebasan kepada konsumen untuk membentuk 

organisasi konsumen atau organisasi relevan lainnya dan 

memberikan kesempatan bagi organisasi tersebut untuk 

menyuarakan pandangan mereka yang berkaitan dengan 

kepentingan mereka. 

Organisasi konsumen sedunia (International Organization of 

Consumers Union-IOCU) telah menambahkan empat hak 

fundamental konsumen yang harus dilindungi yakni:
48

 

1) Hak untuk memenuhi kebutuhan hidup.  

2) Hak untuk menerima kompensasi atau penggantian.  

3) Hak untuk menerima infomasi mengenai hak-hak konsumen.  

4) Hak untuk hidup dalam lingkungan yang bersih dan sehat. 

Masyarakat Ekonomi Eropa juga telah menetapkan hak-hak 

fundamental konsumen yang perlu dilindungi, termasuk:
49
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1) Hak perlindungan terhadap kesehatan dan keselematan.  

2) Hak untuk kepentingan ekonomi.  

3) Hak untuk menerima kompensasi.  

4) Hak atas informasi yang memadai.  

5) Hak untuk berpartisipasi aktif dan pendengaran. 

Selain hak-hak internasional yang dijelaskan di atas, 

Indonesia juga telah mengatur hak-hak fundamental konsumen 

sebagaimana telah tertulis dalam Pasal 4 Undang- Undang Nomor 

8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Hak-hak tersebut 

terdiri dari: 

1) Hak untuk merasa nyaman, aman, dan terlindungi saat 

mengkonsumsi barang/jasa. 

2) Hak untuk memilih barang/jasa serta menerima mereka 

sesuai dengan nilai tukar, kondisi, dan jaminan yang telah 

dijanjikan. 

3) Hak atas informasi yang akurat, transparan, dan jujur tentang 

kondisi dan jaminan barang/ jasa. 

4) Hak untuk menyampaikan pendapat dan keluhan mengenai 

barang/jasa yang digunakan. 

5) Hak untuk memperoleh advokasi, perlindungan, dan usaha 

penyelesaian sengketa perlindungan konsumen yang layak. 

6) Hak untuk menerima pembinaan dan pendidikan mengenai 

konsumsi. 
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7) Hak untuk diperlakukan secara adil, jujur, dan non-

diskriminatif. 

8) Hak untuk menerima kompensasi, ganti rugi, atau 

penggantian apabila barang/jasa yang diterima tidak sesuai 

dengan kesepakatan atau tidak sesuai dengan yang 

diharapkan. 

9) Hak-hak yang telah diatur dalam ketentuan peraturan 

perundang-undangan lainnya.
50

 

Hak-Hak konsumen yang telah dijelaskan sebelumnya, yang 

pada dasarnya bertujuan untuk melindungi konsumen dan 

menciptakan keseimbangan dalam hubungan antara konsumen 

dan pelaku usaha. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan 

kesadaran konsumen terhadap hak-hak mereka yang telah diatur 

baik dalam Undang-Undang maupun yang tidak secara langsung 

diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen.  

Selain memiliki hak, konsumen juga memiliki kewajiban 

yang perlu dipenuhi. Kewajiban adalah tanggung jawab yang 

bersifat kontraktual yang harus dilaksanakan oleh konsumen. 

Kewajiban-kewajiban konsumen ini telah dijelaskan dalam Pasal 

5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan 

Konsumen, yang mencakup:  
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1) Kewajiban untuk membaca atau mengikuti petunjuk 

informasi dan prosedur pemakaian;  

2) Kewajiban untuk bersikap baik dan jujur dalam melakukan 

transaksi pembelian barang dan/atau jasa;  

3) Kewajiban untuk membayar sesuai dengan nilai tukar yang 

telah disepakati;  

4) Kewajiban untuk mengikuti upaya penyelesaian sengketa 

konsumen secara adil dan patut.
51

 

d. Peran Pemerintah dalam Perlindungan Konsumen 

Dalam rangka mencapai tujuan maksimal terkait 

standardisasi dan sertifikasi, mengingat perkembangan teknologi 

yang semakin maju seperti yang telah disebutkan sebelumnya, 

peran aktif pemerintah menjadi sangat penting. Hal ini mencakup 

upaya dalam pembuatan, penyesuaian, dan pengawasan 

pelaksanaan peraturan yang berlaku.
52

 Prinsip pembangunan yang 

menegaskan kerja sama antara masyarakat dan pemerintah 

sebagai tanggung jawab bersama juga relevan dalam konteks ini. 

Dengan melakukan pengaturan dan pengendalian, pemerintah 

dapat membantu mencapai tujuan pembangunan nasional dengan 

efektif. 

Pemerintah dapat menjalankan tugasnya dalam melindungi 
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konsumen dari produk yang berpotensi merugikan dengan 

mengatur, mengawasi, serta mengendalikan seluruh proses 

produksi, distribusi, dan sirkulasi produk tersebut. Dengan 

demikian, pemerintah bertujuan untuk memastikan bahwa 

konsumen tidak menghadapi risiko terkait dengan kesehatan dan 

keuangan mereka. Dalam konteks perlindungan konsumen, 

terdapat beberapa langkah dan tindakan yang diambil oleh 

pemerintah, yang dapat dijelaskan sebagai berikut:
53

 

1) Registrasi dan Penilaian: Merupakan tindakan yang 

dilakukan terhadap produk untuk mengevaluasi kualitasnya 

sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh pemerintah. 

2) Pengawasan Produksi: Merupakan upaya yang dilakukan 

untuk mengawasi berbagai tahap produksi produk, 

memastikan bahwa produk tersebut memenuhi standar 

kualitas dan sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI). 

3) Pengawasan Distribusi: Pemerintah juga bertugas untuk 

mengawasi distribusi produk-produk yang telah mendapatkan 

sertifikasi, sehingga produk tersebut aman untuk dikonsumsi 

oleh konsumen. 

4) Pembinaan dan Pengembangan Usaha: Langkah ini 

mencakup upaya pemerintah dalam memberikan panduan 

kepada pelaku usaha atau produsen agar mereka dapat 
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mengembangkan usaha mereka secara berkelanjutan. Hal ini 

juga bertujuan untuk memberikan lebih banyak pilihan 

produk kepada konsumen sesuai dengan hak-hak yang diatur 

dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK). 

5) Peningkatan dan Pengembangan Prasarana dan Tenaga: 

Pemerintah berupaya untuk meningkatkan infrastruktur dan 

sumber daya manusia yang terlibat dalam distribusi produk, 

dengan tujuan memperlancar proses pengiriman produk ke 

tangan konsumen. 

Dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan 

Konsumen, dijelaskan bahwa tanggung jawab pemerintah adalah 

untuk mempromosikan dan mengawasi perlindungan konsumen, 

sehingga hak-hak konsumen dan pelaku usaha dapat terjamin dan 

kewajiban konsumen serta pelaku usaha dapat dijalankan dengan 

baik.
54

 Demikian pula, seperti yang tercantum dalam Penjelasan 

Umum Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 tentang 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan 

Konsumen, dijelaskan bahwa pembinaan dalam perlindungan 

konsumen yang diselenggarakan oleh pemerintah bertujuan untuk 

memastikan bahwa hak-hak konsumen dan pelaku usaha terjamin 

dan kewajiban mereka dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip 

keadilan dan keseimbangan kepentingan. Pembinaan ini 

                                                      
54

 Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang 

Perlindungan Konsumen. Bab VII Pasal 29. 



51 

 

 

 

dilakukan oleh menteri atau menteri teknis yang relevan, yang 

bertanggung jawab atas koordinasi pelaksanaan perlindungan 

konsumen. 

Dalam Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 

tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 

Perlindungan Konsumen, disebutkan bahwa untuk meningkatkan 

kualitas tenaga kerja dan mempromosikan aktivitas penelitian 

serta pengembangan dalam konteks perlindungan konsumen, 

menteri akan mengoordinasikan pelaksanaan perlindungan 

konsumen bersama dengan menteri teknis, yang akan mencakup 

tindakan-tindakan berikut:
55

 

1) Peningkatan kualitas aparat penyidik pegawai negeri sipil 

yang bergerak di bidang perlindungan konsumen.  

2) Peningkatan kompetensi tenaga peneliti dan penguji 

barang/jasa.  

3) Pengembangan dan pemberdayaan lembaga pengujian mutu 

barang. 

4) Penelitian serta pengembangan teknologi pengujian dan 

standar mutu barang dan/atau jasa, beserta implementasinya. 

Faktor utama yang menjadi kelemahan konsumen adalah 

kurangnya pemahaman akan hak-hak mereka, terutama 
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disebabkan oleh kurangnya akses pendidikan yang memadai. 

Oleh karena itu, Undang-Undang Perlindungan Konsumen 

(UUPK) dirancang untuk menjadi dasar hukum yang kuat bagi 

pemerintah dan Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya 

Masyarakat (LPKSM) dalam upaya memberdayakan konsumen 

melalui program pembinaan dan pendidikan. Upaya 

pemberdayaan ini sangat penting, karena sulit mengharapkan 

bahwa pelaku usaha akan secara sukarela mengutamakan 

kepentingan konsumen ketika mereka mencari keuntungan 

maksimal dengan biaya minimal, sesuai dengan prinsip ekonomi. 

Prinsip tersebut memiliki potensi besar untuk merugikan 

konsumen, baik secara langsung maupun tidak langsung.
56

 

Berdasarkan Penjelasan Umum UUPK di atas, tanggung 

jawab pemerintah dalam mengawasi perlindungan konsumen 

bertujuan utama untuk memberdayakan konsumen agar dapat 

memperoleh hak-hak mereka. Pemberdayaan ini harus dilakukan 

dengan menjunjung prinsip keadilan dan keseimbangan, tanpa 

merugikan kepentingan para pelaku usaha. Penjelasan Umum 

UUPK juga menegaskan bahwa peraturan perlindungan 

konsumen tidak bertujuan untuk menghambat aktivitas usaha para 

pelaku usaha, sebaliknya, tujuannya adalah untuk menciptakan 

iklim usaha yang sehat dan mendukung pertumbuhan perusahaan 
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yang kuat dalam menghadapi persaingan dengan menyediakan 

produk dan layanan berkualitas.
57

 

Pasal 30 UUPK mengatur tentang upaya perlindungan 

konsumen, yang melibatkan pemberdayaan berbagai pihak, 

seperti masyarakat, LPKSM, dan pemerintah melalui menteri 

serta menteri teknis yang relevan. Jika kita mengamati Pasal 30 

UUPK ini lebih rinci, tampak bahwa perhatian utama dalam 

pengawasan lebih ditekankan pada peran masyarakat dan 

LPKSM, lebih daripada peran pemerintah yang menjalankan 

pengawasan melalui menteri dan/atau menteri teknis terkait. 

Dalam Pasal tersebut, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk 

mengawasi pelaksanaan perlindungan konsumen dan penerapan 

ketentuan peraturan perundang-undangan terkait. Di sisi lain, 

pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat dan LPKSM juga 

mencakup tanggung jawab untuk mengawasi produk dan layanan 

yang beredar di pasar. Ayat 4 dari pasal tersebut juga mengatur 

bahwa jika pengawasan oleh masyarakat dan LPKSM 

menemukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan 

yang mengancam konsumen, maka menteri dan/atau menteri 

teknis akan mengambil langkah sesuai dengan ketentuan hukum 

yang berlaku. Ini berarti bahwa untuk menentukan apakah produk 

atau layanan yang beredar di pasar mematuhi peraturan 
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perundang-undangan atau tidak, pemerintah mengandalkan 

pelaporan dari masyarakat dan/atau LPKSM, yang kemudian akan 

diambil tindakan yang sesuai.
58

 

2. Kartel 

a. Definisi Kartel 

Kontrak penetapan harga atau yang lebih dikenal sebagai kartel 

adalah istilah yang umumnya digunakan dalam konteks ekonomi 

dan hukum. Dalam konteks ekonomi, kartel merujuk pada praktik 

atau tindakan yang terkait dengan persaingan bisnis. Sementara 

dalam konteks hukum, praktik tersebut dianggap ilegal karena 

dianggap dapat merugikan kepentingan masyarakat umum. Dalam 

istilah yang lebih sederhana, kartel dapat dijelaskan sebagai 

bentuk kolusi di antara beberapa perusahaan yang memiliki tujuan 

yang sama untuk mengontrol harga dan distribusi suatu produk 

atau layanan guna meningkatkan keuntungan mereka sendiri. 

Dalam buku Black‟s Law Dictionary, praktek kartel didefinisikan 

sebagai: 

“A combination of producer of any product joined to control 

its productions, sale and price, so as to obtain a monopoly 

and restrict competition in any particular industry or 

commodity.”  

 

Kartel merujuk pada kolaborasi antara sejumlah produsen yang 

bergabung untuk mengatur produksi, harga penjualan, dan bahkan 
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menciptakan perilaku monopoli, dengan tujuan menghambat 

persaingan di berbagai sektor industri.
59

 Dalam konteks ini, 

praktik kartel dapat dilakukan oleh berbagai produsen, dan 

melibatkan berbagai jenis produk, mulai dari barang-barang 

pokok hingga barang-barang tersier dan jasa. 

Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan kartel dengan dua 

karakteristik utama yang terkait dan saling berkaitan, yaitu: 

1) Organisasi dari perusahaan-perusahaan besar yang 

memproduksi produk sejenis. 

2)  Kesepakatan di antara kelompok perusahaan ini dengan 

tujuan mengontrol harga komoditas tertentu. 

Terdapat elemen kunci dalam definisi kartel yang terdapat 

dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, yaitu bahwa kelompok-

kelompok dalam kartel terdiri dari sejumlah perusahaan besar 

yang memproduksi barang-barang serupa dan memiliki niat untuk 

mengontrol harga, sehingga harga yang dibentuk berada di luar 

mekanisme persaingan. Definisi ini telah sesuai dengan aspek-

aspek perilaku ekonomi. 

Kartel atau praktik kartel juga disebutkan dalan Pasal 11 

Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Monopoli dan 

Persaingan Usaha yang merinci dan mejelaskan bahwa “Pelaku 

usaha dilarang membuat perjanjian, dengan pelaku usaha 
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pesaingnya, yang bermaksud mempengaruhi harga dengan 

mengatur produksi dan atau pemasaran suatu barang dan atau 

jasa, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan 

atau persaingan usaha tidak sehat”. Praktik kartel di Indonesia 

dapat dianggap sebagai suatu tindakan yang melanggar hukum, 

karena tindakan ini dapat menghasilkan perilaku monopoli atau 

persaingan usaha yang tidak sehat.  

Selain itu, kartel juga dapat dijelaskan sebagai sekelompok 

perusahaan yang memiliki kepentingan yang serupa dan 

mengekspresikannya dalam bentuk kontrak dengan maksud untuk 

menghambat kompetisi, mengatur alokasi, dan mempromosikan 

pertukaran hasil riset atau produk tertentu.  

Dalam pemahaman terhadap kartel atau praktik kartel, perlu 

memahami konsep dasar monopoli karena tindakan kartel 

seringkali terkait dengan perilaku monopoli. Dalam kartel, 

perilaku monopoli terlihat pada upaya pelaku usaha untuk 

mengontrol harga dan distribusi dengan tujuan menguasai pasar 

dan memanfaatkan kekuatan sistem pasar untuk mencapai 

keuntungan maksimal bagi anggota kartel.  

Dalam praktiknya, anggota kartel biasanya dapat 

menetapkan harga atau persyaratan tertentu untuk produk tertentu 

dengan tujuan menghambat persaingan, sehingga mereka dapat 

menghasilkan keuntungan bersama sebagai anggota kartel. Hal ini 
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bertujuan untuk menghalangi persaingan yang lebih luas dan 

mencegah pesaing baru memasuki pasar. 

Menurut Kamus Hukum Ekonomi ELIPS, kartel diartikan 

sebagai kolusi atau persekutuan antara beberapa produsen produk 

serupa dengan maksud mengendalikan produksi, harga, dan 

penjualan produk tersebut untuk mencapai dominasi pasar.
60

 

Sedangkan dalam Black Law Dictionary, kartel dapat 

dijelaskan sebagai suatu asosiasi berdasarkan kontrak antara 

perusahaan-perusahaan yang memiliki kepentingan yang serupa, 

dirancang untuk menghambat persaingan yang ketat, mengatur 

alokasi pasar, dan memfasilitasi pertukaran hak paten serta 

standardisasi produk tertentu.
61

 

Dalam kesimpulan, kartel dapat dianggap sebagai salah satu 

bentuk monopoli yang sering digunakan oleh asosiasi dagang 

bersama dengan anggotanya. Melalui kartel, anggota dapat 

menetapkan persyaratan penjualan untuk menghambat persaingan 

dan menguntungkan mereka. Pasal 11 Undang-Undang Nomor 5 

tahun 1999 mengatur larangan terhadap perjanjian antara pesaing 

yang mengatur produksi dan pemasaran barang dan jasa agar 

berpengaruh pada harga, yang dapat menghasilkan monopoli dan 

persaingan usaha yang tidak sehat. Dengan merujuk pada Pasal 11 
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Undang-Undang tersebut, kartel tidak diperbolehkan oleh hukum 

antimonopoli jika perjanjian tersebut bermaksud untuk 

memengaruhi harga melalui pengaturan produksi dan jasa 

tertentu, yang dapat menghasilkan monopoli dan persaingan yang 

tidak sehat. 

Kartel ialah bentuk kerjasama antara perusahaan-

perusahaan yang bersaing untuk mengkoordinasikan kegiatan 

mereka guna mengontrol produksi dan harga barang dan jasa, 

dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan melebihi batas 

wajar. Praktik kartel ini mengakibatkan konsumen harus 

membayar lebih mahal untuk produk, yang secara langsung 

merugikan mereka. Selain itu, tindakan kartel juga berdampak 

pada perekonomian karena para pelaku usaha anggota kartel 

bekerja sama untuk mengendalikan harga, seperti dengan 

pembatasan produksi. Kartel menggunakan berbagai metode, 

seperti pengaturan produksi, penetapan harga horizontal, kolusi 

tender, pembagian wilayah, pembagian konsumen, dan 

pembagian pangsa pasar, dengan tujuan untuk mengoptimalkan 

keuntungan masing-masing perusahaan anggota. Pasal 11 

Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 menegaskan bahwa kartel 

yang dilarang adalah yang berfokus pada kesepakatan untuk 
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mengontrol produksi dan pemasaran barang atau jasa guna 

mempengaruhi harga.
62

 

b. Unsur Kartel 

Perjanjian kartel yang diatur dalam Pasal 11 Undang-Undang 

Nomor 5 Tahun 1999 memiliki unsur-unsur tertentu yang 

dijelaskan sebagai berikut:  

1) Unsur Pelaku Usaha Dalam kartel 

Pelaku usaha yang terlibat dalam perjanjian kartel minimal 

terdiri dari dua pelaku usaha. Supaya kartel berjalan dengan 

efektif, mayoritas pelaku usaha dalam pasar yang 

bersangkutan harus terlibat. Sesuai dengan definisi kartel 

dalam Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, 

pelaku usaha mengacu pada individu atau entitas usaha, yang 

berbadan hukum ataupun bukan, yang beroperasi atau 

menjalankan aktivitas ekonomi di wilayah hukum Indonesia, 

baik secara individu maupun melalui perjanjian, serta 

menjalankan berbagai kegiatan ekonomi.
63

 

2) Unsur Perjanjian 

Dalam Pasal 1 angka 7 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 

perjanjian adalah suatu perbuatan satu atau lebih pelaku 
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usaha untuk mengikatkan diri terhadap satu atau lebih usaha 

lain dengan nama apapun, baik tertulis maupun tidak 

tertulis.”
64

 

3) Unsur Pelaku 

Kompetitor pelaku usaha merujuk kepada pesaing usaha yang 

berada dalam pasar yang sama. berdasarkan Peraturan 

Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 3 Tahun 2009 

pasar merupakan sistem pasar yang melibatkan penjualan dan 

produksi barang sejenis.
65

 

4) Unsur Bermaksud Mempengaruhi Harga 

Berdasarkan Pasal 11 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, 

tujuan kartel adalah untuk memengaruhi harga. supaya tujuan 

tersebut tercapai, anggota kartel bersepakat untuk 

mengendalikan produksi dan/atau pemasaran suatu barang 

atau jasa.
66

 

5) Unsur Mengatur Produksi dan/atau Pemasaran 

Memanipulasi produksi berarti menentukan jumlah produksi, 

baik secara keseluruhan ataupun untuk masing-masing 

anggotanya. Hal ini dapat mencakup produksi yang 
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berlebihan atau kurang dari kapasitas produksi atau 

permintaan perusahaan terhadap barang atau jasa tertentu. 

Sedangkan memanipulasi pemasaran berarti mengendalikan 

jumlah penjualan dan/atau wilayah di mana anggota kartel 

menjual produk mereka.
67

 

6) Unsur Barang 

Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1 angka 16 Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 1999, “barang diartikan setiap benda 

baik berwujud,maupun tidak berwujud, baik bergerak 

maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, 

dipergunakan atau dimanfaatkan oleh konsumen atau pelaku 

usaha.”  

7) Unsur Jasa 

Berdasarkan Pasal 1 angka 17 Undang-undang Nomor 5 

Tahun 1999, jasa merupakan segala pelayanan yang 

melibatkan pekerjaan atau prestasi yang diperjual-belikan di 

masyarakat dan dimanfaatkan oleh konsumen atau pelaku 

usaha.
68

 

8) Unsur dapat mengakibatkan terjadinya Praktik Monopoli 

Dengan Kartel 
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Ketika produksi dan pemasaran barang dan/atau jasa dikuasai 

oleh anggota kartel, hal ini dapat menghasilkan praktik 

monopoli. Kartel ini berupaya untuk mencapai laba maksimal 

bagi anggotanya, yang pada akhirnya merugikan kepentingan 

umum. Sesuai dengan Pasal 1 angka 2 Undang-undang 

Nomor 5 Tahun 1999, praktik monopoli adalah keadaan 

dimana kekuatan ekonomi terpusat pada satu/lebih pelaku 

ekonomi, yang menguasai produksi dan/atau pemasaran 

barang/jasa tertentu serta menimbulkan persaingan usaha 

yang tidak sehat.
69

 

9) Unsur dapat menimbulkan Persaingan usaha tidak sehat 

Berdasarkan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 5 

Tahun 1999, persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan 

antara pelaku usaha dalam kegiatan 

memproduksi/memasarkan barang atau jasa yang dilakukan 

secara tidak jujur. Kartel merupakan bentuk kolusi atau 

kerjasama antara pelaku usaha, yang mengakibatkan manfaat 

yang diperoleh hanya untuk kepentingan anggota kartel, 

sehingga tindakan mereka cenderung tidak sehat dan tidak 

jujur. Contohnya, tindakan seperti mengurangi produksi, 
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melanggar hukum, atau menghambat persaingan usaha, 

misalnya dengan menetapkan harga atau membagi wilayah.
70

 

c. Pembuktian terjadinya Kartel 

Kartel adalah perjanjian antara pelaku usaha dengan pesaingnya 

dengan tujuan mencapai keuntungan maksimal. Sesuai dengan 

Pasal 11 Undang-undang No.5 Tahun 1999, kesepakatan ini 

melibatkan pelaku ekonomi dan pesaingnya, dengan niat dan 

tujuan untuk mempengaruhi harga melalui pengaturan produksi 

dan/atau pemasaran barang/jasa tertentu. Praktik ini dapat 

mengakibatkan terjadinya monopoli dan persaingan usaha yang 

tidak sehat. Dalam Pasal 11 terdapat tiga unsur yang harus 

dibuktikan dalam kasus pelanggaran: 
71

 

1) Terdapat kesepakatan yang melibatkan pelaku usaha, yang 

menunjukkan bahwa mereka bekerja sama untuk 

memengaruhi harga, produksi, atau pemasaran barang dan 

jasa, yang jelas bertentangan dengan undang-undang 

persaingan usaha. Ini bisa menjadi bukti langsung dari 

koordinasi pelaku usaha untuk membentuk kartel.  
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2) Terdapat kolusi di antara pelaku usaha yang terkait dalam 

industri yang sama, yang berkaitan dengan pengaruh atau 

pengaturan produksi dan harga barang atau jasa tertentu.
72

 

3) Pembuktian unsur pertama dan kedua dari unsur di atas. 

Dalam kondisi normal, jika ada bukti langsung, maka 

pembuktian akan lebih mudah. Namun, akan sulit jika tidak 

ada perjanjian atau dokumen yang menunjukkan adanya 

kesepakatan di antara pelaku usaha.  

Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha No.04 Tahun 

2010 (Perkom No.04 Tahun 2010) menjelaskan tentang indikasi 

awal terjadinya kartel. Jika bukti langsung sulit ditemukan, maka 

dapat menggunakan bukti tidak langsung atau "indirect evidence." 

73
 Indirect evidence adalah alat bukti yang tidak langsung 

menunjukkan adanya pelanggaran. Sesuai dengan Peraturan 

Komisi Persaingan Usaha No.01 Tahun 2006 yang kemudian 

diubah menjadi Peraturan Komisi No.01 Tahun 2010, indirect 

evidence adalah petunjuk yang dapat digunakan sebagai alat 

bukti. 

d. Dampak Kartel terhadap konsumen 

Kartel adalah suatu bentuk kerjasama antara beberapa perusahaan 

yang bergerak di bidang yang sama untuk mengatur produksi dan 
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harga produk yang dihasilkan. Dampak dari kartel terhadap 

konsumen adalah harga produk yang dihasilkan menjadi lebih 

mahal karena adanya kesepakatan antar perusahaan untuk 

menaikkan harga produk. Selain itu, kartel juga dapat 

menimbulkan praktik monopoli dan tercerai berainya persaingan 

di pasar. Hal ini dapat merugikan konsumen karena mereka tidak 

memiliki banyak pilihan produk dan harus membeli produk 

dengan harga yang lebih mahal 

Perlu diketahui, meskipun sama-sama merupakan gabungan 

beberapa perusahaan, bagi para ahli, kartel dan merger adalah dua 

hal berbeda. Merger dibentuk dengan tujuan yang positif, 

sedangkan kartel biasanya dibentuk dengan tujuan yang negatif 

dan ingin menghilangkan persaingan. Menurut KPPU, dampak 

negatif kartel adalah sebagai berikut. 

1) Dapat Menyebabkan Inefisiensi Produksi 

Hal ini disebabkan karena kartel fokus pada cara untuk 

menekan biaya produksi dan berusaha meningkatkan harga 

jual, sehingga dapat membuat produksi menjadi tidak efisien. 

Alokasi biaya produksi dan harga jual juga bisa ikut 

terganggu. 

2) Menghambat inovasi dan penemuan teknologi baru 

Untuk menghindari risiko yang membawa kerugian, kartel 

biasanya lebih membatasi diri, sehingga tak jarang 
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menghambat adanya pembaruan yang padahal dapat berguna 

untuk produksi. 

3) Menghambat masuknya investor 

Kartel cenderung memonopoli pasar, sehingga sulit 

mendatangkan investor baru. 

4) Dapat menyebabkan kondisi perekonomian yang kurang 

kondusif 

Dengan adanya beberapa dampak yang telah disebutkan 

sebelumnya dapat berimbas pada perekonomian suatu 

wilayah. Kondisi perekonomian bisa menjadi kurang 

kondusif akibat adanya persaingan yang tidak sehat. 

5) Merugikan konsumen 

Hal ini dapat merugikan konsumen, sebab kartel mampu 

mengendalikan harga jual menjadi sangat tinggi. Selain itu, 

produk pun bisa menjadi terbatas sehingga konsumen hanya 

memiliki sedikit pilihan baik dari segi mutu maupun harga. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

Metode penelitian mendeskripsikan langkah-langkah yang di kerjakan peneliti 

dari awal hingga akhir.
74

 Metode penelitian merupakan teknik yang di gunakan 

peneliti dalam memperoleh data dan informasi tentang hal-hal terkait problem 

yang di teliti. Pada hakikatnya, metode penelitian adalah cara ilmiah untuk 

memperoleh data dengan tujuan tertentu. Pendekatan ilmiah ini mengacu pada 

karakteristik-karakteristik esensial dalam penelitian, yakni rasional, empiris, dan 

sistematis. Metode penelitian adalah teknik yang digunakan dalam kegiatan 

penelitian, seperti yang dilakukan oleh mahasiswa yang sedang mengembangkan 

skripsi, disertasi, atau tesis.
75

 

 Oleh karena itu, dalam menyusun skripsi ini peneliti menggunakan metode 

sabagai berikut : 

A. Jenis Penelitian 

Dalam Penelitian ini menggunakan penelitian hukum Normatif, 

yakni penelitian hukum yang menekankan kepada aspek norma hukum 

yang berlaku dalam masyarkat dengan cara menganalisis bahan bahan 

hukum yang berkaitan dengan penelitian yang di lakukan ini. sumber 

informasi didapat dari Undang-Undang, buku-buku, jurnal, E-book, dan 

Literatur yang berkaitan dengan Perlindungan Konsumen Korban Kartel 

Minyak Goreng. 
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B. Pendekatan Penelitian 

Dalam metode penelitian ini, digunakan jenis penelitian normatif, 

yang melibatkan tiga pendekatan utama: pendekatan perundang-undangan 

(Statute Approach), pendekatan konseptual (Conceptual Approach). 

Pendekatan perundang-undangan (Statue Approach) merupakan metode 

yang melibatkan analisis mendalam terhadap seluruh undang-undang dan 

regulasi yang relevan dengan isu hukum yang sedang diteliti. Pendekatan 

perundang-undangan dibutuhkan dalam satu penelitian normative sebab 

yang akan di teliti atau yang di telaah lebih lanjut adalah aturan-aturan 

undang-undang. Selain itu menggunakan pendekatan konseptual 

(Conseptual Approach) yang merupakan pendekatan yg beranjak dari 

pandangan yang beranjak dari pandangan- pandangan dan doktrin yang 

berkembang di dalam ilmu hukum, guna bisa menemukan ide-ide yang 

melahirkan sebuah pengertian, konsep, konsep dan asas hukum yang 

relevan yang dapat di jadikan sebagai acuan atau tiang dalam membangun 

suatu argumen hukum dalam memecahkan isu hukum yang akan di teliti.   

Dalam konteks ini, peneliti akan membahas mengenai Perlindungan 

Konsumen Korban Kartel Minyak Goreng, Oleh karena itu peneliti 

mengkaji mengenai Perlindungan Konsumen dan Undang-undang yang 

berkaitan dengan Perlindungan konsumen dan Kartel. 

C. Sumber Bahan Hukum 

Penelitian Ini merupakan Peneleitian hukum normatif. Sumber data 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber bahan primer dan 



 

 

 

bahan sekunder. Bahan Hukum primer ini merupakan yang terhimpun 

dalam hukum yang bersifat formil, sedangkan sumber data sekunder 

merupakan bahan hukum yang terhimpun dalam hukum materil.
76

 

1. Sumber Bahan Primer 

Sumber data primer yaitu sumber data uatama yang dapat di jadikan 

jawaban terhadap masalah penelitian. Sumber utama.atau data 

primer yang di gunakan adalah 

 UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. 

 UU No. 5 Tahun 1999 Larangan Praktek Monopoli Dan 

Persaingan Usaha Tidak Sehat. 

2. Sumber Bahan Sekunder 

Data Sekunder adalah data yang diperoleh lewat pihak lain tidak 

langsung di peroleh oleh penelti dari subjek penelitian. Data-datanya 

diperoleh dari bahan yang memberikan.penjelasan mengenai hukum-

hukum pada sumber primer seperti buku-buku serta jurnal yang 

mana membahas tema-tema tentang Perlindungan Konsumen dan 

Kartel, dan sumber lain yang relevan dengan penelitian. Bahan 

sekunder juga sebagai bahan pendukung dari bahan hukum primer.  

D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 

Teknik Pengumpulan data adalah tahapan penting dalam 

mendukung penelitian. Penggunaan metode pengumpulan data adalah 
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langkah yang sangat penting dalam proses pengumpulan materi hukum 

karena tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk memperoleh data 

yang memenuhi standar yang ditetapkan. Tanpa penerapan teknik 

pengumpulan data yang tepat, peneliti tidak akan dapat menghasilkan data 

yang sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.
77

 

Dalam penelitian ini, metode pengumpulan data yang digunakan 

adalah deduktif, yang merupakan pendekatan di mana pemahaman awal 

yang bersifat umum digunakan sebagai dasar untuk mencapai kesimpulan 

yang lebih spesifik. Teknik pengumpulan materi hukum dalam penelitian 

ini digunakan untuk menentukan topik yang akan diteliti, Kemudian 

peneliti mencari bahan-bahan hukum relevan dan selanjutnya yaitu 

menentukan aturan-aturan atau undang-undang yang terkait dengan topik 

yang sudah ditentukan.  Namun selain itu untuk mengumpulkan data dari 

objek penelitian ini bisa menggunakan.metode-metode sebagai  berikut: 

1) Metode Dokumentasi. 

Metode ini dapat diartikan sebagai cara pengumpulan data dengan 

cara memanfaatkan data-data berupa buku, catatan (dokumen) 

sebagaimana dijelaskan oleh Sanapiah Faesal sebagai berikut: metode 

dokumenter. sumber informasinya berupa bahan-bahan tertulis atau 

tercatat. Pada metode ini petugas pengumpuan data tinggal 

mentransfer bahan-bahantertulis yang relevan pada lembaran-
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lembaran yang telah disiapkan untuk mereka sebagaimana mestinya.
78

 

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan mempelajari 

catatan-catatan mengenai data pribadi responden. 

E. Analisis Bahan Hukum 

Teknis analisis data merupakan proses mengatur dan 

menggorganisasi keadaan suatu pola kategori dan suatu uaraian dasar. 

Dalam Proses Analisi data ini merupakan suatu proses menelaah data-data 

yang kita peroleh dari sebah jurnal, buku, skripsi, artikel ilmiah, dalam 

penelitian ini menggunakan metode hukum normatif, Penelian hukum 

normtif ini merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara 

meneliti bahan pustaka atau data sekunder.
79

 Penelitian Hukum normtif ini 

adalah  suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-

prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum 

yang dihadapi.
80

 

Penelitian ini mengguanakan teknis analisis model interaktif, Miles 

and Huberman menyatakan bahwa analisis model interaktif ini terdiri dari 

3 alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu reduksi data, penyajian 

data dan penarikan kesimpulan/ Verifikasi.
81
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1. Reduksi Data 

Reduksi data adalah langkah dalam penelitian yang melibatkan 

pemilihan data kasar yang memerlukan penyempurnaan. Langkah ini 

terus dilakukan sepanjang penelitian berlangsung melalui serangkaian 

aktivitas seperti merangkum informasi, menelusuri tema yang relevan, 

dan menyusun ringkasan. 

2. Penyajian Data 

Dalam penelitian kualitatif, presentasi data dapat diwujudkan dalam 

berbagai bentuk seperti narasi singkat, diagram, hubungan antar 

kategori, dan lain sebagainya. Secara umum, dalam konteks ini, Miles 

dan Huberman menyatakan bahwa penyajian data kualitatif sering 

menggunakan teks naratif yang menggambarkan inti permasalahan. 

3. Verifikasi atau penarikan kesimpulan 

Verifikasi data dalam penelitian merupakan proses pengecekan 

penelitian berdasarkan data yang diperoleh dari berbagai sumber. 

Selanjutnya, peneliti mengambil kesimpulan awal sambil terus 

mencari data pendukung atau bahkan mempertimbangkan ulang 

kesimpulan tersebut. Pada tahap ini, peneliti juga melakukan 

perbandingan antara kesimpulan yang diambil dengan teori tertentu 

sebagai upaya untuk memastikan kebenaran hasil analisis yang 

menghasilkan kesimpulan yang dapat diandalkan.
82
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F. Keabsahan Bahan Hukum 

Pemeriksaan keabsahan data dalam penelitian menggunkan teknik 

triangulasi yaitu pemeriksaan teknik pemeriksaan keabsahan data yang 

memanfatkan sesuatu yang lain di luar data untuk keperluan pengecekan 

atau sebagai pembanding terhadap data. Penulis menggunakan teknik 

triangulasi sumber dan teknik trianggulasi metode. Triangulasi sumber 

disini di lakukan melalui pengecekan sumber-sumber data melalui studi 

pustaka yaitu mencari refrensi di berbagai sumber terutama pada buku. 

Sedangkan triangulasi metode di lakukan dengan cara membandingkan 

informasi yang lainnya dengan berbeda yang mana dalam penulisan ini 

menggunakan teknik dokumentasi. 

G. Tahap-tahap Penelitian 

Pada bagian ini peneliti akan menjabarkan.tentang beberapa 

tahapan yang akan di lakukan oleh peneliti mulai dari penelitian 

pendahuluan, pengembangan desain, penelitian sebenarnya dan hingga 

sampai pada penulisan laporan. Adapun tahap-tahap penelitiannya yaitu 

sebagai berikut: 

a. Tahap Pra.Penelitian 

1) Menyusun sebuah rancangan penelitian,seperti menemukan judul 

penelitian, dan menentukan masalah yang di teliti  

2) Mengajukan judul pada dosen pembimbing  

3) Konsultasi kepada dosen pembimbing  

4) Menyusun metode penelitian  



 

 

 

5) Mengumpulkan beberapa data maupun.refrensi yang berkaitan 

dengan judul penelitian. 

b. Tahap Penelitian 

Pada tahap ini penelitian sudah memasuki fase penelitian yang mana 

akan di lakukan pengumpulan data  

1) Memahami tujuan penelitian beserta latar belakangnya 

2) Mencari serta memilih data yang relevan dengan judul.penelitian  

3) Menganilisis data sesuai dengan metode yang sudah di tentukan 

atau di tetapkan  

4) Menarik kesimpulan dari hasil penelitian  

c. Tahap Akhir Penelitian 

Pada tahap ini penelitian melakukan tahap reduksi data, penyajian 

data, dan Verifikasi data atau penarikan sebuah kesimpulan yakni: 

1) Menyusun data yang telah ditetapkan sesuai dengan urutan  

2) Mengkonsultasi hasil penelitian ke dosen pembimbing melakukan 

ujian akhir serta melakukan penjilidan hasil penelitian 
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BAB IV 

PEMBAHASAN 

A. Bentuk Kejahatan Kartel Minyak Goreng di Indonesia 

Sebuah kegiatan yang menyebabkan kerugian pada manusia atau salah 

satu pihak lembaga grup dan dengan dalih untuk memperoleh keuntungan 

secara sepihak merupakan sebuah tindakan kartel jika kegiatan tersebut 

ada di dalam dunia bisnis atau ekonomi.  

Kartel minyak goreng adalah praktik kolusi antara produsen minyak 

goreng untuk mengendalikan produksi, persaingan, dan harga minyak 

goreng. Mereka melakukan kolusi dengan tujuan membatasi persaingan, 

meningkatkan harga, dan meningkatkan keuntungan mereka. Bentuk kartel 

ini biasanya melibatkan produsen atau pengekspor minyak goreng yang 

dominan di pasar. Meskipun belum benar-benar terbukti melakukan 

praktik kartel, tetapi isu mengenai pengendalian produksi, persaingan, dan 

harga minyak goreng oleh produsen telah terlanjur mengemuka ke 

publik.
83

 Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mengendus sinyal 

terjadinya praktek kartel dibalik lonjakan harga minyak goreng dalam 

beberapa pekan terakhir.
84

 Teranyar, KKP menyebutkan ada 8 pelaku 

usaha besar yang merupakan produsen, diduga melakukan praktik kartel 

minyak goreng.
85

 Terjadinya kasus kartel minyak goreng di Indonesia 
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menyebabkan sebanyak tujuh perusahaan dikenakan sanksi berupa denda 

oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) atas kasus kelangkaan 

minyak goreng kemasan yang terjadi pada Januari-Mei 2022. Total denda 

yang harus dibayarkan tujuh perusahaan tersebut mencapai Rp71,28 

miliar. "KPPU menjatuhkan denda sebesar Rp71,28 miliar kepada tujuh 

dari 27 perusahaan terkait polemik kenaikan harga minyak goreng di 

Indonesia," ungkap Ketua Majelis KPPU Dinni Melanie, Minggu (28/5). 

Ketujuh perusahaan tersebut ialah PT Asianagro Agungjaya, PT Batara 

Elok Semesta Terpadu, PT Incasi Raya, PT Salim Ivomas Pratama, Tbk, 

PT Budi Nabati Perkasa, PT Multimas Nabati Asahan (Wilmar Group), 

dan PT Sinar Alam Permai (Wilmar Group). Denda terbesar dijatuhkan 

untuk PT Salim Ivomas Pratama Tbk (SIMP) dengan nilai Rp40,88 miliar. 

Baca juga: Aprindo Tagih Utang Pemerintah Terkait Program Minyak 

Goreng Murah Dalam putusan perkara 15/KPPU-I/2022, Dinni 

menyampaikan tujuh perusahaan itu dinyatakan tidak mematuhi kebijakan 

pemerintah terkait dengan harga eceran tertinggi (HET) minyak goreng. 

Mereka sengaja melakukan penurunan volume produksi atau penjualan, 

sehingga terjadi kelangkaan minyak goreng. Adapun struktur pasar dalam 

industri minyak goreng disimpulkan sebagai oligopoli ketat dengan 

dikuasai empat grup pelaku usaha sebesar 71,52%.
86

 

Dalam hal ini, kejahatan terjadinya kartel minyak goreng melibatkan 

sejumlah tindakan yang dilakukan oleh produsen atau distributor minyak 
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goreng untuk mempengaruhi pasar dan mengendalikan harga serta 

persaingan di dalamnya. Berikut ini beberapa bentuk kejahatan terkait 

dengan pembentukan dan operasi kartel minyak goreng: 

1. Pembagian Wilayah Pasar 

Para anggota kartel dapat melakukan pembagian wilayah pasar di 

antara mereka. Dalam hal ini, masing-masing anggota kartel diberi 

tanggung jawab untuk menguasai dan menjual minyak goreng di 

wilayah tertentu. Praktek ini menghindari persaingan langsung antara 

mereka, sehingga mereka dapat mengendalikan harga dan membatasi 

opsi konsumen.
87

 

2. Kesepakatan Harga 

Anggota kartel dapat mencapai kesepakatan untuk menetapkan harga 

minyak goreng secara kolektif. Dengan melakukan hal ini, mereka 

dapat menghilangkan persaingan harga di antara mereka dan menjaga 

agar harga tetap tinggi. Kesepakatan harga seperti ini merugikan 

konsumen dengan mengakibatkan peningkatan harga minyak goreng 

tanpa adanya dorongan persaingan harga yang sehat.
88

 

3. Produksi Terbatas 

Anggota kartel mungkin juga menyepakati pembatasan produksi 

minyak goreng untuk menjaga ketersediaan pasokan di pasar. Dengan 

membatasi produksi, mereka dapat mempertahankan harga yang tinggi 
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dan mencegah masuknya pesaing baru ke dalam pasar.
89

 

4. Pembagian Laba 

Kartel juga dapat melakukan pembagian laba yang tidak wajar di 

antara anggotanya. Misalnya, mereka dapat mengalokasikan penjualan 

minyak goreng dengan cara yang menguntungkan satu anggota kartel 

lebih dari yang lainnya, atau melakukan praktik lain yang memastikan 

bahwa keuntungan tetap dikendalikan oleh anggota kartel tertentu. 

5. Penyusupan Pasar 

Kartel juga mungkin menggunakan taktik seperti penyusupan pasar 

untuk menghalangi atau menghancurkan pesaing yang berpotensi. 

Mereka dapat menurunkan harga secara drastis atau menawarkan 

insentif lain kepada pelanggan untuk membatasi akses pesaing ke 

pasar atau mengurangi daya saing mereka.
90

 

Penting untuk dicatat bahwa kejahatan ini melanggar hukum 

persaingan yang adil di banyak negara. Pembentukan dan operasi kartel 

minyak goreng bertentangan dengan prinsip persaingan yang sehat dan 

berdampak negatif pada pasar dan konsumen. 

Dalam banyak yurisdiksi, kejahatan kartel seperti yang dijelaskan di 

atas melanggar undang-undang persaingan dan dianggap ilegal. 

Pemerintah dan otoritas pengawas pasar secara aktif memerangi kartel 

minyak goreng dengan menyelidiki, memberlakukan sanksi, dan 

                                                      
89

 Mustafa Kamal Rokan, Hukum Persaingan Usaha (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 

2010), 105 
90

 Susanti Adi Nugroho, Hukum Persaingan Usaha di indonesia, (Jakarta: kencana, 2012), 

117. 



79 

 

 

memberlakukan hukuman
91

 

Di Indonesia, Pemerintah dan otoritas pengawas pasar menganggap 

kartel sebagai pelanggaran serius terhadap hukum persaingan. Oleh karena 

itu, mereka aktif dalam mengawasi dan menindak kartel, termasuk kartel 

minyak goreng. Pemberian hukuman dan sanksi yang tegas dapat 

diberikan kepada anggota kartel, seperti denda yang besar, larangan 

berbisnis, atau tuntutan pidana tergantung pada hukum yang berlaku di 

masing-masing negara. Dengan memberantas praktek kartel, pemerintah 

berusaha untuk memastikan keberlanjutan persaingan yang sehat dan 

melindungi kepentingan konsumen serta mendorong inovasi di pasar 

minyak goreng. 

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek 

Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat pada pasal 11 tidak 

mengartikan kartel secara langsung akantetapi hanya menyebutkan 

larangan kartel saja yang bunyinya “Pelaku usaha dilarang membuat 

perjanjian, dengan pelaku usaha saingannya, yang bermaksud 

mempengaruhiharga dengan mengatur produksi dan atau pemasaran suatu 

barang dan atau jasa, yangdapat mengakibatkan terjadinya praktek 

monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.”
92

 

Walaupun tidak ada definisi yang eksplisit mengenai kartel dalam 

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek 
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Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, dari Pasal 11, kita dapat 

menyimpulkan bahwa kartel adalah sebuah perjanjian antara pelaku usaha 

yang memiliki posisi sejajar dalam industri, yang bertujuan untuk 

memengaruhi harga dengan mengatur produksi/pemasaran suatu 

barang/jasa, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli atau 

persaingan usaha yang tidak sehat.
93

 

Setelah kita membahas praktek kartel di atas, kita dapat 

mempertimbangkan kriteria-kriteria yang harus dipenuhi agar suatu 

perbuatan dapat dikategorikan sebagai kartel. Kriteria dalam konteks kartel 

adalah ukuran atau unsur-unsur yang digunakan sebagai dasar penilaian 

atau pengklasifikasian suatu perbuatan. Kartel pada dasarnya melibatkan 

satu pelaku usaha yang bekerja sama dengan pesaingnya untuk 

menghilangkan persaingan antara keduanya.
94

 Dengan demikian, secara 

umum, setiap tindakan yang dilakukan oleh pelaku usaha bersama 

pesaingnya untuk menghilangkan persaingan dapat dikategorikan sebagai 

kartel. Oleh karena itu, kriteria kartel adalah seperangkat ukuran atau 

unsur yang harus ada agar suatu perbuatan dapat digolongkan sebagai 

kartel. Unsur-unsur ini dijelaskan dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 

5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha 

Tidak Sehat yang mengatur mengenai kartel. Pasal tersebut menyebutkan 

bahwa “Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian, dengan pelaku usaha 

pesaingnya, yang bermaksudmempengaruhi harga dengan mengatur 
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produksi dan atau pemasaran suatu barang dan/atau jasa, yang dapat 

mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha 

tidak sehat”.
95

 

Praktek monopoli menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 5 

Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha 

Tidak Sehat adalah “Pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih 

pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainyaproduksi dan atau 

pemasaran atas barang dan atau jasa tertentu sehingga menimbulkan 

persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum”.
96

 

 Persaingan usaha tidak sehat menurut Pasal 1 angka 6 Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan 

Persaingan Usaha Tidak Sehat adalah “Persaingan antar pelaku usaha 

dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang atau jasa 

yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau 

menghambat persaingan usaha”.
97

 

Agar dapat diklasifikasikan sebagai kartel, suatu tindakan harus 

memenuhi seluruh unsur yang disebutkan dalam pasal di atas. Esensi dari 

tindakan kartel adalah untuk menghilangkan persaingan antara pelaku 

usaha, yang berarti kartel hanya dilakukan oleh individu atau entitas yang 
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terlibat dalam kegiatan usaha, sehingga unsur pelaku usaha haruslah 

terpenuhi. Selanjutnya, karena tujuan dari kartel adalah menghilangkan 

persaingan, maka pelaku usaha tidak ingin bersaing dengan pesaingnya, 

dan mereka bermaksud menghilangkan persaingan tersebut, sehingga 

unsur pelaku usaha pesaing juga harus terpenuhi. Untuk menjalankan 

tindakan kartelnya, pelaku usaha akan melakukan pertemuan atau 

berkomunikasi baik secara langsung maupun tidak langsung dengan 

pesaingnya untuk membahas cara menghilangkan persaingan. Diskusi 

tersebut pada akhirnya akan menghasilkan sebuah kesepakatan.  

Kesepakatan ini, dalam konteks Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 

tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, 

merupakan unsur yang sangat krusial karena kartel dinyatakan sebagai 

Perjanjian yang Dilarang. Jadi, unsur perjanjian harus ada.
98

 Para pelaku 

usaha yang ingin menghilangkan persaingan akan sering mengatur 

produksi atau pemasaran barang atau jasa mereka untuk mencapai 

kesepakatan mengenai jumlah produksi atau pemasaran, sehingga 

persaingan dapat dihindari. Oleh karena itu, unsur mengatur produksi 

dan/atau pemasaran juga harus terpenuhi. Selain itu, setiap pelaku usaha 

dapat memiliki jenis usaha yang berbeda, ada yang bergerak dalam sektor 

barang, dan ada yang bergerak dalam sektor jasa. Dengan demikian, unsur 

barang dan/atau jasa juga harus terpenuhi.
99
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Segala tindakan dan aktivitas yang dilakukan oleh pelaku usaha pada 

akhirnya akan berdampak pada harga. Hal ini disebabkan oleh tujuan 

utama pelaku usaha yang ingin mencari keuntungan melalui penentuan 

harga produk atau jasa yang mereka hasilkan. Oleh karena itu, upaya 

mereka untuk mengurangi persaingan pada akhirnya akan memengaruhi 

harga dan unsur yang paling penting adalah niat untuk mempengaruhi 

harga.
100

 Tindakan yang diambil oleh pelaku usaha untuk mengurangi 

persaingan pada akhirnya dapat menghilangkan persaingan yang sehat atau 

bahkan bisa menyebabkan praktik monopoli. Dengan kata lain, unsur yang 

harus terpenuhi adalah niat untuk mempengaruhi harga dan potensi untuk 

menciptakan praktik monopoli atau persaingan yang tidak sehat. Untuk 

dikategorikan sebagai tindakan yang termasuk dalam kategori kartel, perlu 

memenuhi tujuh unsur-unsur sebagai berikut:
101

 Pelaku Usaha, Perjanjian, 

Pelaku Usaha Pesaingnya, Bermaksud Mempengaruhi Harga, Mengatur 

Produksi dan atau Pemasaran, Barang dan atau Jasa, Dapat mengakibatkan 

Terjadinya Praktek Monopoli dan atau Persaingan Usaha Tidak Sehat. 

Dengan mempertimbangkan semua unsur yang telah dijelaskan di atas, 

maka kita dapat mengidentifikasi kriteria-kriteria yang harus dipenuhi agar 

suatu perbuatan dapat digolongkan sebagai kartel, sebagai berikut:
102

 

1) Perbuatan tersebut harus dilakukan oleh pelaku usaha. 
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2) Perbuatan tersebut harus berasal dari suatu perjanjian, baik yang 

tertulis maupun yang tidak tertulis. 

3) Perbuatan tersebut harus melibatkan kerja sama dengan pelaku usaha 

pesaing. 

4) Tujuan utama dari perbuatan tersebut adalah untuk mempengaruhi 

harga.  

5) Pelaku usaha harus mengatur produksi dan/atau pemasaran barang 

dan/atau jasa yang mereka miliki sebagai bagian dari perbuatan 

tersebut. 

6) Barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh para pelaku usaha harus 

ada dan dijadikan objek perjanjian.  

7) Perbuatan tersebut harus memiliki potensi untuk menciptakan praktik 

monopoli atau persaingan usaha yang tidak sehat. 

Di Indonesia sendiri, kartel masih diperbolehkan selama kartel tersebut 

tidak mengakibatkan monopoli atau persaingan usaha yang tidak sehat. 

Kartel yang dilarang adalah kartel yang berdampak merugikan persaingan 

atau menciptakan praktik monopoli. Jika kartel tidak menghasilkan 

dampak-dampak negatif tersebut, maka kartel tersebut tetap 

diperbolehkan. Prinsip ini sesuai dengan ketentuan Pasal 11 Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan 

Persaingan Usaha Tidak Sehat yang menyatakan bahwa pelaku usaha 

hanya dilarang membuat perjanjian dengan pesaingnya yang memengaruhi 

harga jika perjanjian tersebut dapat menyebabkan praktik monopoli atau 
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persaingan usaha yang tidak sehat.
103

 Pendekatan yang digunakan dalam 

penanganan kasus kartel adalah "rule of reason." 
104

 

Pendekatan "rule of reason" merupakan metode yang digunakan oleh 

lembaga pengawas persaingan usaha untuk menilai konsekuensi dari suatu 

perjanjian atau aktivitas bisnis tertentu dengan tujuan menentukan apakah 

perjanjian atau aktivitas tersebut merintangi atau mempromosikan 

persaingan. Dengan menggunakan pendekatan ini, jika perjanjian kartel, 

misalnya, dinilai mendukung persaingan usaha, maka perjanjian tersebut 

diperbolehkan, tetapi jika sebaliknya, maka perjanjian kartel tersebut akan 

dianggap ilegal. Sebaliknya, pendekatan "per se illegal" menyatakan 

bahwa setiap perjanjian atau aktivitas bisnis tertentu dianggap ilegal tanpa 

perlu membuktikan dampak negatif yang ditimbulkannya.
105

 Pendekatan 

ini cenderung lebih tegas karena membuat pelaku usaha dinyatakan 

bersalah secara langsung jika perbuatan tersebut memenuhi unsur-unsur 

yang telah ditentukan. 

B. Implikasi Kejahatan Kartel Minyak Goreng Terhadap Perlindungan 

Konsumen 

Pada hakikatnya akibat adanya Kartel Minyak Goreng ini 

menyebabkan kerugian terhadap konsumen dan juga dari beberapa 

perusahaan yang menjadi distributor merugi sehingga menimbulkan 
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dampak secara signifikan. 

Kartel minyak goreng dapat mempengaruhi harga minyak dengan 

cara mengatur jumlah distribusi dan meraih keuntungan yang tinggi, serta 

dapat menjadikan adanya persaingan yang tidak sehat yang menyebabkan 

konsumen tidak ada pilihan terutama dalam hal harga beli karena 

penguasaan atas distribusi barang dan menerapkan dengan harga tinggi 

atau tidak wajar.
106

 Tidak jarang kartel menyebabkan harga tidak stabil 

dan berakibat pada kelangkaan atas komoditas tersebut. Selain merugikan 

konsumen, kartel juga dapat merugikan perkembangan perekonomian 

negara, akan terjadi inefisiensi dalam berbagai aspek seperti pada sumber 

daya alam dan sumber daya manusia.
107

 

Kartel minyak goreng dapat memiliki implikasi yang merugikan 

terhadap konsumen. Berikut ini beberapa akibat adanya kartel minyak 

goreng: 

1. Adanya Peningkatan Harga 

Salah satu dampak utama dari kartel minyak goreng adalah 

peningkatan harga produk. Dengan adanya kesepakatan harga di 

antara anggota kartel, mereka dapat mengendalikan pasar dan 

memastikan harga tetap tinggi. Konsumen akan mengalami kenaikan 

biaya membeli minyak goreng, yang mengakibatkan beban finansial 
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tambahan, terutama bagi mereka yang memiliki pendapatan rendah.
108

 

2. Adanya Pembatasan Pilihan Konsumen 

Kartel minyak goreng juga dapat membatasi pilihan yang tersedia bagi 

konsumen. Dengan melakukan pembagian wilayah pasar, anggota 

kartel memastikan bahwa hanya produk mereka yang tersedia di 

wilayah tertentu. Hal ini mengurangi persaingan di antara mereka dan 

menghilangkan variasi produk yang mungkin ditawarkan oleh 

pesaing. Konsumen akan memiliki akses terbatas terhadap berbagai 

merek dan jenis minyak goreng, sehingga kebebasan untuk memilih 

menjadi terbatas. 

3. Penurunan Kualitas Produk 

Kartel minyak goreng dapat mengurangi insentif untuk meningkatkan 

kualitas produk. Dalam suasana persaingan yang sehat, produsen akan 

berupaya untuk meningkatkan kualitas minyak goreng mereka agar 

dapat bersaing dengan pesaing. Namun, dalam situasi kartel, 

kebutuhan untuk bersaing menjadi minim, sehingga produsen 

mungkin tidak terlalu peduli dengan peningkatan kualitas. Akibatnya, 

konsumen mungkin mendapatkan produk dengan kualitas yang lebih 

rendah daripada yang seharusnya mereka dapatkan.
109

 

4. Kurangnya Inovasi 

Persaingan yang sehat mendorong inovasi produk dan pengembangan 
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teknologi baru. Namun, kartel minyak goreng cenderung menghambat 

inovasi karena anggota kartel telah mencapai kesepakatan untuk 

mempertahankan status quo dan mengendalikan pasar. Ini berarti 

kurangnya dorongan untuk menciptakan produk yang lebih baik atau 

mencari solusi yang lebih efisien. Dalam jangka panjang, hal ini dapat 

merugikan konsumen dengan membatasi kemajuan dan peningkatan 

dalam industri minyak goreng.
110

 

5. Kekurangan Persaingan Harga 

Keberadaan kartel menghilangkan persaingan harga yang sehat di 

pasar. Harga yang ditetapkan oleh anggota kartel biasanya lebih tinggi 

daripada jika ada persaingan yang sehat antara produsen. Konsumen 

kehilangan manfaat dari adanya variasi harga yang dapat mereka pilih 

dan harus membayar harga yang lebih tinggi secara keseluruhan.
111

 

6. Potensi monopoli 

Kartel minyak goreng yang kuat dan efektif dapat berkembang 

menjadi monopoli atau oligopoli, di mana satu atau beberapa 

perusahaan mendominasi pasar. Monopoli atau oligopoli cenderung 

mengurangi persaingan dan mengesampingkan kepentingan 

konsumen. Dalam kondisi ini, harga dan pasokan dapat dikendalikan 

sepenuhnya oleh perusahaan yang mendominasi, dan konsumen tidak 
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memiliki pilihan alternatif yang signifikan. Monopoli juga dapat 

menghambat inovasi dan peningkatan kualitas produk karena 

kurangnya tekanan persaingan.
112

 

Untuk melindungi konsumen dari akibat negatif kartel minyak goreng, 

perlu ada tindakan yang dilakukan oleh pemerintah dan otoritas 

pengawas. Ini termasuk: 

1) Regulasi yang ketat 

Pemerintah harus menerapkan regulasi yang ketat untuk mencegah 

praktik kolusi dan kartel dalam industri minyak goreng. Undang-

undang anti-monopoli dan undang-undang persaingan sehat harus 

diberlakukan dengan tegas dan secara konsisten. (diberlakukannya 

Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 untuk melarang adanya praktik 

kartel serta bentuk usaha tidak sehat) 

2) Pengawasan dan penegakan hukum yang kuat 

Otoritas pengawas harus melakukan pengawasan yang efektif dan 

aktif terhadap industri minyak goreng untuk mendeteksi dan menindak 

kartel. Penegakan hukum yang tegas harus diberlakukan terhadap 

pelanggaran undang-undang persaingan untuk memberikan efek jera 

kepada perusahaan yang terlibat dalam praktik kartel. 

(Lembaga/badan yg melindungi dan mewadahinya, contoh KPPU)
113

 

3) Mendorong persaingan sehat  
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Penting untuk mendorong persaingan sehat di pasar minyak goreng. 

Pemerintah dapat memfasilitasi persaingan dengan mengurangi 

hambatan masuk, mendorong inovasi, memberikan insentif kepada 

produsen yang menghasilkan produk berkualitas, dan mempromosikan 

transparansi harga dan kualitas.
114

 

4) Edukasi konsumen 

Konsumen harus diberikan informasi yang cukup tentang kartel dan 

praktik yang merugikan mereka. Kampanye edukasi dapat membantu 

meningkatkan kesadaran konsumen tentang hak-hak mereka dan 

membantu mereka membuat pilihan yang lebih cerdas dalam membeli 

minyak goreng 

Dengan langkah-langkah ini, diharapkan dampak negatif kartel 

minyak goreng terhadap konsumen dapat dikurangi dan pasar dapat 

berfungsi dengan lebih efisien dan adil untuk kepentingan konsumen. 

Di Indonesia, undang-undang yang relevan adalah Undang-Undang 

Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan 

Usaha Tidak Sehat (UU Persaingan Usaha). UU ini mencakup ketentuan 

untuk melarang dan menindak praktik kartel, yang dapat mencakup kartel 

dalam industri minyak goreng.
115

 

Kartel merugikan konsumen karena konsumen dipaksa untuk 

membayar suatu barang atau jasa lebih mahal dari yang seharusnya. 
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Konsumen yang menjadi korban kartel ini akan mendapat perlindungan 

hukum. Konsumen berhak dilindungi dari akibat negatif persaingan 

curang dan memiliki hak-hak untuk memperoleh ganti rugi, hak untuk 

memperoleh kebutuhan hidup yang diperlukan, dan hak memperoleh 

penyelesaian hukum akibat perbuatan pelaku usaha yang tertuang dalam 

UU No. 8 Tahun 1999 Pasal 4 tentang Perlindungan Konsumen.
116

 

Bentuk perlindungan hukum yang dimaksud adalah mengatur secara 

tersendiri mengenai persoalan kartel di dalam perundang-undangan yang 

dapat memberikan batasan mengenai pengertian, jenis, pengembangan, 

pembelian, maupun cakupan mengenai tindakan kartel. 

Adapun sanksi bagi pelaku usaha yang melakukan kartel dalam 

menjalankan bisnis, diatur dalam UU No.5 Tahun 1999 tentang Larangan 

Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang berisikan 

sanksi administratif, pidana pokok, dan pidana tambahan.
117

 

Berdasarkan UU Persaingan Usaha di Indonesia, praktik kartel seperti 

yang dijelaskan di atas dapat dikenai sanksi hukum. Komisi Pengawas 

Persaingan Usaha (KPPU) adalah lembaga yang bertanggung jawab untuk 

mengawasi dan menindak praktik kartel, termasuk kartel dalam industri 

minyak goreng, sesuai dengan ketentuan UU Persaingan Usaha. 

Pengaturan kartel oleh KPPU bertujuan untuk menjamin hak berkompetisi 

yang sehat bagi pelaku usaha dan peluang kesejahteraan konsumen karena 
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kerugian tersebut dapat dikategorikan sebagai kerugian terhadap 

kepentingan umum, maka dapat dijerat dengan ketentuan hukum yang 

berlaku.
118

 

C. Pengaturan Perlindungan Konsumen Kedepan Akibat Kejahatan 

Kartel Minyak Goreng 

Dalam melindungi konsumen dari akibat negatif kartel minyak goreng 

dibuatlah Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yakni Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang 

mencakup dua prinsip utama, yaitu tanggung jawab produk (product 

liability) dan tanggung jawab profesional (professional liability). 

Tanggung jawab produk mengacu pada kewajiban produsen atas produk 

yang mereka pasarkan kepada pengguna, yang dapat menimbulkan 

kerugian akibat kecacatan yang melekat pada produk tersebut. Sementara 

itu, tanggung jawab profesional berkaitan dengan pelayanan jasa, yaitu 

kewajiban produsen terkait dengan pelayanan profesional yang diberikan 

kepada klien. 

Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, prinsip-prinsip 

mengenai tanggung jawab produk dan tanggung jawab profesional diatur 

dalam pasal-pasal tertentu, yakni pasal 7 hingga 17, 19, 23, dan 28. 

Pelanggaran terhadap Pasal 8 hingga Pasal 17 dianggap sebagai tindakan 

pidana sesuai dengan Pasal 62. Namun, peraturan yang lebih rinci 

mengenai tanggung jawab terkait produk dan jasa profesional tercantum 
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dalam Pasal 19 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Pasal 19 

mencakup tanggung jawab pelaku usaha terhadap kompensasi atas 

kerusakan, polusi, dan kerugian yang dialami konsumen. Ini berarti bahwa 

pelaku usaha bertanggung jawab tidak hanya atas produk yang cacat tetapi 

juga atas segala kerugian yang mungkin dialami oleh konsumen. Dalam 

konteks ini, penelitian ini berfokus pada Perlindungan Konsumen dalam 

kasus Kartel Minyak Goreng yang dianggap merugikan konsumen. 

1. Pengaturan Perlindungan Konsumen Berdasarkan Undang-Undang. 

Secara undang-undang Formil Perlindungan Konsumen diatur 

dalam UU No.8 Tahun 1999, yang mana mengatur tentang hak dan 

kewajiban Konsumen untuk dilindungi.
119

 Dengan adanya Undang-

Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, 

konsumen dilindungi secara jelas. Beberapa bentuk perlindungan yang 

diberikan kepada konsumen antara lain:
120

 

a. Hak atas Informasi diatur dalam Pasal 4 huruf C 

Konsumen memiliki hak untuk mendapatkan informasi yang 

jelas, akurat, dan benar mengenai produk atau jasa yang mereka 

beli. Produsen atau distributor wajib memberikan informasi yang 

cukup mengenai kualitas, harga, komposisi, penggunaan, 

perawatan, dan risiko yang terkait dengan produk atau jasa 
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tersebut.
121

 

Pada kartel minyak goreng, konsumen dirugikan karena kurang 

adanya informasi yang jelas terkait harga minyak goreng di 

pasaran, Sehingga perlu adanya perlindungan konsumen 

didalamnya.  

b. Hak atas Keamanan dan Kesehatan 

Konsumen memiliki hak untuk mendapatkan produk atau jasa 

yang aman dan tidak membahayakan kesehatan mereka. Produsen 

atau distributor bertanggung jawab untuk memastikan bahwa 

produk atau jasa yang dijual telah melewati standar keamanan 

yang ditetapkan. 

c. Hak atas Kepuasan dan Ganti Rugi, diatur dalam Pasal 4 huruf h 

Jika produk atau jasa yang diterima konsumen tidak sesuai 

dengan yang dijanjikan atau mengalami cacat, konsumen 

memiliki hak untuk mengajukan komplain atau pengaduan. 

Konsumen berhak memperoleh jaminan, perbaikan, penggantian, 

atau ganti rugi yang layak sesuai dengan kerugian yang diderita. 

Dalam kasus kartel minyak goreng, konsumen yang sebagai 

masyarakat berhak mendapatkan ganti rugi dari pihak produsen. 

d.  Hak atas Pilihan 

Konsumen memiliki hak untuk memilih produk atau jasa yang 

mereka inginkan tanpa adanya paksaan atau manipulasi dari 
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produsen atau distributor. Tidak boleh ada praktik penjualan yang 

membatasi pilihan konsumen secara tidak wajar. 

e. Hak atas Edukasi dan Penyuluhan 

Konsumen memiliki hak untuk mendapatkan edukasi dan 

penyuluhan mengenai hak-hak mereka sebagai konsumen, serta 

tentang produk atau jasa yang mereka beli. Pemerintah dan 

lembaga perlindungan konsumen bertanggung jawab untuk 

memberikan informasi dan penyuluhan yang tepat kepada 

konsumen. 

f. Hak atas Privasi 

Konsumen memiliki hak untuk melindungi privasi pribadi dan 

informasi pribadi mereka. Produsen atau distributor tidak boleh 

menggunakan informasi pribadi konsumen tanpa persetujuan 

yang jelas dari konsumen. 

Undang-Undang Perlindungan Konsumen ini memberikan dasar 

hukum yang kuat untuk melindungi konsumen dari praktik bisnis yang 

merugikan dan menjaga kepentingan konsumen dalam transaksi jual beli. 

Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen 

memberikan perlindungan hukum bagi konsumen yang menjadi korban 

kartel minyak goreng. Pasal 4 ayat (1) UU No. 8 Tahun 1999 menyatakan 

bahwa setiap produsen dan/atau distributor wajib menyediakan barang 

dan/atau jasa yang aman bagi konsumen.
122

 Selain itu, Pasal 5 ayat (1) UU 
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No. 8 Tahun 1999 juga menyatakan bahwa setiap produsen dan/atau 

distributor wajib memberikan informasi yang benar, jelas, dan tidak 

menyesatkan mengenai barang dan/atau jasa yang dihasilkannya.
123

 

Dalam hal terjadi pelanggaran terhadap ketentuan tersebut, konsumen 

dapat mengajukan gugatan ke pengadilan.
124

 Akibat yang ditimbulkan 

dari Kartel Minyak Goreng dirasakan oleh konsumen sehingga perlunya 

ada Perlindungan Konsumen Kedepannya. 

2. Upaya Pengaturan Perlindungan Konsumen Kedepan Akibat Kertel 

Minyak Goreng 

Dalam Perlindungan Konsumen Korban Kartel Minyak Goreng, 

diperlukan upaya kedepan, agar tercipta perlindungan yang sesuai dan 

adil. Terdapat beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk 

meningkatkan perlindungan konsumen terhadap kartel minyak goreng 

di masa depan: 

a. Legislasi yang Ketat: Pemerintah dapat mengadopsi undang-

undang yang ketat untuk melarang praktik kartel dalam industri 

minyak goreng. Undang-Undang ini harus mengatur secara jelas 

tentang apa yang dianggap kartel, sanksi bagi pelaku kartel, dan 

mekanisme pelaporan pelanggaran. Dalam penerapan aturan yang 

kuat dapat juga diberlakukan Amanademen atau RUU terhadap 

Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Lembaga yang dapat 
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meberikan saran kepada pemerintah terkait aturan yang berlaku 

tentang Perlindungan Konsumen adalah Badan Perlindungan 

Konsumen Nasional sesuai pada Pasal 34 ayat (1) Undang-

Undang Perlindungan Konsumen lembaga yang menjelaskan 

tentang tugas dari BPKN.
125

 

b. Penegakan Hukum yang Kuat: Penting untuk memiliki otoritas 

penegak hukum yang kuat, seperti Komisi Pengawas Persaingan 

Usaha (KPPU), yang dapat menyelidiki dan menindak kartel 

minyak goreng secara efektif. Denda yang signifikan dan 

hukuman pidana bagi pelaku kartel dapat menjadi faktor 

pencegahan yang kuat.
126

 

c. Pelaporan dan Perlindungan Pengaduan: Konsumen dan pihak 

yang terlibat dalam industri minyak goreng harus diberikan 

perlindungan hukum jika mereka melaporkan praktik kartel. Ini 

dapat memotivasi orang untuk melaporkan pelanggaran tanpa 

takut represalias. Pelaporan bisa dilakukan oleh konsumen atau 

masyarakat melalui Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya 

Masyarakat (LPKSM) dan Badan Perlindungan Konsumen 

Nasional (BPKN).
127

 

d. Edukasi Konsumen: Kampanye edukasi yang efektif dapat 
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membantu konsumen memahami pentingnya persaingan yang 

sehat dalam industri minyak goreng. Mereka harus mengetahui 

hak-hak mereka dan tahu cara mengenali tanda-tanda kartel. 

Edukasi bisa dilakukan oleh Pemerintah dan Lembaga yang 

berwenang, namun masyarakat yang memahami terutama 

kalangan akademisi bisa juga untuk memberikan edukasi kepada 

masyarakat.
128

 

e. Transparansi Pasar: Mendorong transparansi dalam pasar minyak 

goreng, seperti mengharuskan produsen atau distributor untuk 

memberikan informasi tentang harga dan pasokan, dapat 

membantu mengurangi peluang bagi kartel untuk beroperasi. 

Proses transparasi dilakukan oleh Pelaku Usaha dan Pemerintah 

agar terciptasnya rasa kepercayaan dari Konsumen. Dalam hal ini, 

lembaga yang bisa mendorong pemerintah adalah KPPU dan 

BPKN.
129

 

f. Pengawasan Regulator: Pemerintah dan badan pengawas harus 

secara aktif memantau industri minyak goreng untuk mendeteksi 

tanda-tanda kartel. Mereka juga harus menganalisis harga dan 

praktik bisnis untuk mengidentifikasi potensi pelanggaran. Dalam 

hal ini yang berwenang adalah KPPU, BPKN, dan badan yang 
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terkait.
130

 

g. Kepatuhan Perusahaan: Mendorong perusahaan untuk mematuhi 

hukum persaingan usaha dengan menerapkan program kepatuhan 

yang kuat dapat membantu mencegah praktik kartel. Hal ini dapat 

dilakukan jika regulasi yang mengatur Perlindungan Konsumen 

diperkuat lagi terutama dalam Kejahatan Kartel Minyak Goreng. 

h. Kerja Sama Internasional: Karena industri minyak goreng sering 

melibatkan perdagangan lintas batas, kerja sama internasional 

dalam memerangi kartel sangat penting. Perjanjian antarnegara 

dapat membantu dalam penindakan lintas batas terhadap pelaku 

kartel.
131

 

i. Adanya Penyelesaian Sengketa Konsumen: Undang-Undang 

memberikan mekanisme penyelesaian sengketa yang adil antara 

konsumen dan pelaku usaha. Konsumen yang merasa dirugikan 

oleh kartel minyak goreng dapat mengajukan pengaduan kepada 

lembaga atau otoritas yang berwenang, seperti Badan 

Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) atau Komisi Pengawas 

Persaingan Usaha (KPPU), untuk mendapatkan penyelesaian 

yang adil.
132

 

j. Sanksi dan Pemberian Ganti Rugi: Dalam pemberantasan 
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Kejahatan Kartel Minyak Goreng, Undang-Undang Perlindungan 

Konsumen juga menyediakan sanksi bagi pelaku usaha yang 

melanggar hak-hak konsumen. Pelaku usaha yang terbukti terlibat 

dalam kartel minyak goreng dapat dikenai sanksi administratif, 

termasuk denda dan tindakan perbaikan. Konsumen yang menjadi 

korban kartel berhak mendapatkan penggantian atas kerugian 

yang mereka derita, seperti kerugian finansial, kerugian akibat 

kualitas produk yang buruk, atau kerugian lainnya yang timbul 

akibat praktik kartel tersebut. Selain itu, otoritas pengawas, 

seperti KPPU, bertugas mengawasi dan memastikan kepatuhan 

terhadap aturan persaingan yang sehat.
133

 

Perlindungan konsumen terhadap kartel minyak goreng merupakan 

tugas yang kompleks dan memerlukan kerja sama antara pemerintah, 

badan pengawas, dan konsumen itu sendiri. Dengan langkah-langkah 

yang tepat, diharapkan konsumen dapat dinikmati produk minyak goreng 

berkualitas dengan harga yang adil dan kompetitif. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. KESIMPULAN 

Bersumber dari pembahasan diatas maka dibuatlah beberapa 

kesimpulan: 

1. Bentuk kejahatan terkait dengan pembentukan dan operasi kartel 

minyak goreng; Adanya Pembagian Wilayah Pasar, Adanya 

Kesepakatan Harga, Produksi Terbatas, Pembagian Laba, Penyusupan 

Pasar. Kejahatan dan operasi kartel minyak goreng bertentangan 

dengan prinsip persaingan yang sehat dan berdampak negatif pada 

pasar dan konsumen. Dalam hal ini Pemerintah dan otoritas pengawas 

pasar menganggap kartel sebagai pelanggaran serius terhadap hukum 

persaingan. Oleh karena itu, mereka aktif dalam mengawasi dan 

menindak kartel, termasuk kartel minyak goreng. Pemberian hukuman 

dan sanksi yang tegas dapat diberikan kepada anggota kartel, seperti 

denda yang besar, larangan berbisnis, atau tuntutan pidana tergantung 

pada hukum yang berlaku di masing-masing negara. 

2. Implikasi Kejahatan Kartel Minyak Goreng dengan Perlindungan 

Konsumen menyebabkan kerugian terhadap konsumen dan juga dari 

beberapa perusahaan yang menjadi distributor merugi sehingga 

menimbulkan dampak secara signifikan. Kartel minyak goreng dapat 

memiliki implikasi yang merugikan terhadap konsumen. Berikut ini 

beberapa akibat adanya kartel minyak goreng; Peningkatan Harga 
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Produk, Pembatasan Pilihan Konsumen, Penurunan Kualitas Produk, 

Kurangnya Inovasi, Kekurangan Persaingan Harga, dan Potensi 

monopoli. Untuk melindungi konsumen dari akibat negatif kartel 

minyak goreng, perlu ada tindakan yang dilakukan oleh pemerintah 

dan otoritas pengawas, diantaranya; Regulasi yang ketat, Pengawasan 

dan penegakan hukum yang kuat, Mendorong persaingan sehat, 

Edukasi konsumen.  

3. Pengaturan Perlindungan Konsumen diatur jelas dalam Undang-

Undang Perlindungan Konsumen yang menjadi dasar hukum yang 

kuat untuk melindungi konsumen dari praktik bisnis yang merugikan 

dan menjaga kepentingan konsumen dalam transaksi jual beli. Akibat 

yang ditimbulkan dari Kartel Minyak Goreng dirasakan oleh 

konsumen sehingga perlunya ada Perlindungan Konsumen 

Kedepannya. Dalam Perlindungan Konsumen Korban Kartel Minyak 

Goreng diperlukan langkah-langkah agar tercipta perlindungan yang 

sesuai dan adil. ada beberapa upaya yang dapat diambil untuk 

meningkatkan perlindungan konsumen terhadap kartel minyak goreng 

di masa depan; Legislasi yang Ketat, Penegakan Hukum yang Kuat, 

Pelaporan dan Perlindungan Pengaduan, Edukasi Konsumen, 

Transparansi Pasar, Pengawasan Regulator, Kepatuhan Perusahaan, 

Kerja Sama Internasional, Adanya Penyelesaian Sengketa Konsumen, 

Sanksi dan Pemberian Ganti Rugi. 
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B. SARAN 

Terdapat juga sebuah rekomendasi yang mana supaya lebih faham 

akan adanya sebuah peran lembaga, dengan beberapa saran yang peneliti 

berikan berikut ini:  

1. Bagi Instansi Pemerintahan, hendaknya terdapat kejelasan dan 

penguatan terkait konteks perlindungan konsumen korban kartel 

minyak goreng berupa undang-undang, aturan, dan Lembaga 

pemerintah yang menaunginya agar tidak terjadi pelanggaran lagi. 

Selain itu pembaruan undang-undang dan penegasan sanksi kepada 

para pelaku kartel yang melanggar aturan perlindungan konsumen. 

2. Bagi Masyarakat, agar masyarakat bisa cerdas dan memahami terkait 

Hak-hak dan kewajiban sebagai konsumen, sehingga masyarakat 

dapat merasa terlindungi. Diharapkan masyarakat sadar akan 

pentingnya penegakan perlindungan konsumen melalui lembaga dan 

badan swadaya yang dibentuk oleh Masyarakat. 

3. Bagi Akademisi, untuk bisa menjadi akademisi yang mampu 

mendukung dan memperjuangkan terkait perlindungan konsumen 

korban kartel minyak goreng dan menjadi referensi atau tulisan.  
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